BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR AH0 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat N

BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan = Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun
2025-2029;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
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Menetapkan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2029.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Dinas Sosia lyang selanjutnya disebut Renstra

Dinas adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima)

tahun.

2. Perencanaan...
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2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 - 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk S (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.

7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau Dinas hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
29.
20.
2.

22.

23.

24,
25.

atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan Tahun 2029.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ende.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan...
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(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing.

(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh
dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral
maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam
penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas adalah:

a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Dinas setiap tahun;

b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas yang kemudian
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;

c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah;

d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala
prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas sehingga terjadi sinkronisasi
perencanaan pembangunan secara menyeluruh; dan

e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku
pembangunan bidang perencanan, penelitian dan pengembangan
mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh

Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA DINAS
Pasal 5

(1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan
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kebijakan serta program Kkegiatan Dinas yang berpedoman pada
RPJMD.
(2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. babl Pendahuluan
b. bab Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

d. babIV Program,  Kegiatan, Sub  Kegiatan dan  Kinerja
Penvelenggaraan Bidang Urusan
e. babV Penutup
(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
Pasal 6

(1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas
dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan
Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan Renstra Dinas didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan
kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

(1) Rancangan Akhir Renstra Dinas disampaikan kepada Kepala Bappeda
untuk diverifikasi.

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda
diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan
Bupati.

(3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas
kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana
lingkup Dinas .

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8
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(1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat
Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra
Dinas

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan; dan

b. pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat
Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
kegiatan.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam
bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
mengetahui Sekretaris Dinas .

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

(1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas .

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap
pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan
dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas .

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan  kegiatan
pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam
rangka pencapaian Renstra

Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 12
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(1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan Renstra Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra Dinas masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah
atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor
33 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende
Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
Ay Hovamber 2025

IKTUS BADEODA
Diundangkan di Ende
pada tanggal 48 i'“I'JW"”’J'(J\QOZS

Kf
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Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam diktum
1 point b disebutkan Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/KotaTahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses
penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. .

Sebagai tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Ende menyusun Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten
Ende Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam
aspek Sosial. Dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama perencanaan
pembagunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala urusan Sosial yang belum tertangani pada periode
sebelumnya. Renstra Dinas Sosial juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang
dapat diukur. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam
penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas
Sosial Kabupaten Ende.

Keterkaitan dan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 mengacu
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana Gambar 1.1
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Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut .

1

10.
1.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat || dalam Wilayah Daerah-
daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 1655),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahaan Lemabaran Negara Republik
Indonesia No. 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun
2025-2045 (LNRI tahun 2024 No. 194, TLNRI No. 6987 )

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No. 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No.4817)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

tahun 2025 -2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 19 )

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Daerah Kab/Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;
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15. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ende 2023-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende tahun 2023 Nomor 1 ,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 1)

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2025-2045 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2045, Lembaran Daerah kabupaten
EndeTahun 2024 No. 4 , Tambahan Lembaran Daerah kabupaten EndeTahun 2024 Nomor 4 )

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

20. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;

21. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Sosial;

22. Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Pemerintah Kabupaten
Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial
terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 dan
didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Masksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah :

. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program
dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Ende;

. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah.

. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sekaligus memahami arah dan fujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan,

program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
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6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenubhi
visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029
Adapun tujuan penyusunan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kab. Ende adalah sbb :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk
mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan mewujudkan cita-cita
yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab
yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama
kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam
mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun
waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja
(Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

14.  Sistematika Penulisan
Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 terdiri dari:
BAB | PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang Latar Belakang, landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penyusunan
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
Gambaran pelayanan Dinas Sosial memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan Kinerja pelayanan Dinas Sosial ,kelompok
Sasaran Layanan , Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian
Kinerja PD serta Kerjasama daerah menjadi tanggung jawab PD Permasalahan Pelayanan pada Dinas Sosial
dan Isu Strategis
BAB IV TUJUAN ,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat tentang rumusan permnyataan
tujuan, Strategis dan Arah kebijakan perangkat daerah yang terdiri dari Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Ende Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, Strategi Dinas Sosial
dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Dinas Sosial 2025-2029 dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam
mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
BAB V PROGRAM ,KEGIATAN SUB KEGIATAN , bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan dan Sub
Kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan kaidah pelaksanaan dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial
21.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan
Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Sosial maka perlunya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
Tugas
Membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Urusan Wajib
Pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan
pemerintah daerah.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Ende mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial,
Pembinaan unit pelaksana teknis;
Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah :
1. Kepala Dinas
mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi
Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
2. Sekretaris
1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
Koordinasi kegiatan
Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

Pengumpulan dan pengelolahan data serta pemantauan, evaluasi dan dan Pelaporan;

a o o

Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumah tanggaan kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dokumentasi;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang /jasa; dan
f.  Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan oleh kepala Dinas;
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;
a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga;

d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
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e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan
f.  Pengelolaan dan inventaris barang milik negara yang ada;
g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
4. Perencana Ahli Muda
Mempunyai Tugas dan sbb :

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang adadi lingkup BademkesatuanBangsa-dan Politik s
d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dibidang kesekretariatan;

e. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

9. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;

I.  Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara
lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas
pelaksanaan kerja.

. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan
sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

| Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.
5. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda adalah jabatan fungsional tertentu yang berperan
dalam mengkoordinir dan melaksanakan analisis keuangan dalam lingkup perencanaan,
penganggaran, pemantantauan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka mencapai tujuan organisasi
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2) Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana alam
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana sosial
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial

keluarga
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d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial dan,
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
7. Bidang Rehabilitasi Sosial
1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi
sosial.
2) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
anak di luar panti dan atau lembaga
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di luar panti atau lembaga
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang luar panti dan/ atau lembaga
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga
e. Pengolahan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
f.  Pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau
lembaga, dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3) Penyuluh Sosial
Mempunyai tugas pokok dan fungsi sbb :

1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program

kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok atau organisasi di daerah non rawan sosial

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah

non rawan sosial

6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, kelompok, atau organisasi di
daerah non rawan sosial

7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, individu dan keluarga di daerah
non rawan sosial

8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial

9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial

10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial

11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta

12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat
peraga sebagai peserta

13.Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat
peraga sebagai peserta

14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

15.Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

Sl A
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17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga sebagai peserta

18.Menyususn rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
pelaku

19 Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak fangsung dalam bentuk media elektronik sebagai

eserta

20. ?Aembahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai
peserta

21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial

22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial

23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga
di daerah non rawan sosial

24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga
di daerah non rawan sosial

25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial

26.Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak,
wayang, calung, dll)

27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan meggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa meggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

37.Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

39. Melakukan evalusi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

40. Melakukan evalusi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota

43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota

44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

45, Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam
tim sebagai anggota

46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
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media elektronik sebagai peserta

47.Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim
sebagai anggota

48 Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media cetak sebagai peserta

49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau
media alternatif dalam tim sebagai anggota

50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media peragaan atau alternatif sebagai peserta

51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta

53, Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta

56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

57.Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai
anggota

58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, an media penyuluhan sosial
sebagai peserta

59. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai
anggota

60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai
anggota

61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota

63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota

64. Melakukan evalusi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim
sebagai anggota

65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota

66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta

67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota

8. Bidang Pemberdayaan Sosial
1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pemberdayaan sosial
2) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan
sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan
sosial komunitas adat terpencil
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan
sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber
dana bantuan sosial
e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3) Penyuluh Sosial
9. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin

2) Bidang penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:
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Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir
miskin pedesaan

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir
miskin perkotaan

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir
miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara

Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fakir miskin, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3) Penyuluh Sosial

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1)

2)

a.

c.
d.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati
atas usul Kepala Dinas

Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi

dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuain dengan jabatan

fungsional yang brsifat teknis maupun administratif berkesesuaian dan atau dapat dilaksanakan oleh

jabatan fungsional.
Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang

memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan

fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
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2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Analisis Kebutuhan Pegawai,dan Sarana prasarana
Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan
Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Faktor Penentu keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) terdiri
dari 28 PNS dan 10 P3K sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

TINGKAT ASN DAN HONORER
NO TOTAL
PENDIDIKAN Laki-Laki Perempuan
1 2 3 4
1 | Pasca Sarjana 0 0
2 | Sarjana 9 19 28
3 | Diploma 0 0 0
4 | SMU 4 6 10
Jumlah 13 25 38

(Sumber Data Pegewai Dinsos, Keadaan Per Desember 2025

Bila dilihat berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Kabupaten Ende dapat
dilhat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL
BERDASARKAN KEPANGKATAN
PANGKAT JENIS KELAMIN
0 JABATAN TOTAL KET
N | GOLONGAN RUANG L | P
1 2 3 < 5
1 Pembina Utama Muda /IV ¢ | Kepala Dinas 0 1 1 Ada
2 | PembinaTk.1/1Vb Sekretaris 0 1 1 Ada
3 | Pembina/lV.a Kepala Bidang 2 2 4 lengkap
5 | Penata/lllc Pejabat Pengawas 0 1 1 lengkap
5 | Penata Tingkat | /Il d Perencana 0 1 1 lengkap
. Analis Keuangan
6 | Penata Tingkat |/ Il d Pusat dan Daerah 0 1 1 lengkap
7 | Penata Tingkat |/ 1ll d Penyuluh Sosial 5 3 8 lengkap
: Pejabat Fungsional
8 | Penata Tingkat | /Il d Umum / Staf 0 1 1 lengkap
Pejabat Fungsional
9 | Penata/llic Umum / Staf 1 2 3 lengkap
10 | Penata Muda Tingkat1/lllb | - - -
Pejabat Fungsional
11 | PenataMuda/lll a Utk | Sitf 2 3 5 lengkap
Pejabat Fungsional
12 | Pengatur Tingkat /11 d Ufrﬁtr):tf SL:;? siona 1 1 2 lengkap
jabat Fungsional
13| Pengatur /Il c i : : :
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Pejabat Fungsional

14 | Pengatur Muda Tk. | /Il b Umum ./ Staf - - - -
Pejabat Fungsional

15 | Pengatur Muda Tk. | /1l a Urrifivd Staf - - - -

16 | P3K-IX Analis Kebijakan 1 1 2 lengkap

17 | P3K-IX Pekerja Sosial 0 1 1 lengkap
Pengadministrasi

18 | P3K-V Btk 4 3 7 lengkap

Jumlah 16 22 38 lengkap

2.2.3 Analisis kebutuhan Pegawai

Tujuan analisis pegawai, atau analisis jabatan, adalah untuk memahami secara mendalam

tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu posisi atau jabatan

tertentu. Analisis ini membantu perusahaan dalam berbagai aspek manajemen SDM, termasuk

rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pengembangan pegawai dan penentuan kompensasi yang

adil.

Dengan melakukan analisis jabatan secara menyeluruh, Dinas /badan dapat mengoptimalkan

penggunaan sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi

dengan lebih efektif.

Adapun kebutuhan pegawai pada Dinas Sosial yang direncanakan periode tahun 2025-2029

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Tabel Kebutuhan Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Ende
Spesifikasi Jabatan Keterangan
No Nama Jabatan Eselon Pangkat /Golongan
el Bazthin Kuran
Jabatan g urang
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Kepala Dinas Eselon llb Pembina Utama Muda / IV ¢ 14 1 0
2 | Sekretaris Eselon il a Pembina Tk.| /IV b 12 1
3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian Eselon IVa Penata lll/ ¢ 9 1 -
Kelompok
4 | Analis Kebijakan (P3K) - Ahli Pertama / IX 8 1 - Jabatan
Fungsional
5 | Analis Kebijakan (P3K) - Ahli Pertama / 'IX 8 1 -
Kelompok
6 | Pengadministrasi Umum Penata Muda /Il a 5 2 - Jabatan
Pelaksana
7 | Pengadministrasi Perkantoran - Pengatur Muda / V 5 2 -
8 | Pengadministrasi Persuratan - Pengatur Muda /Il a 5 - 1
9 | Sekretaris Kadis - Pengatur Muda TK 1 /Il ¢ 6 1
10 | Pengelolah Kepegawaian Pengatur Muda TK 1 /Il ¢ 5 - 1
11 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Pengatur Muda TK | /il ¢ 8 1
12 | Analis Tata Usaha Penata Muda /llla 7 - 1
13 | Analis Laporan Keuangan Penata Muda /llla 7 1 -
14 | Verivikator Data Laporan Keuangan Pengatur Muda TK | /ll ¢ 6 - 2




Renstra Dinsos Kab. Ende

2025-2029

15 | Bendahara - Pengatur Muda TK 1 /Il ¢ 6 - 1
16 | Pengelola Gaji - Pengatur Muda TK 1/l ¢ 6 - 1
17 | Pengelola Program dan Kegiatan - Pengatur Muda TK 1 /Il ¢ 6 - 2
18 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Penata /llic 7 1 .
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
19 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Penata Muda /lila 8 1 9
Pertama
20 .:Ar:;l;s Keuangan Pusat dan Daerah Ahii Penata TK | /Il d 9 1 B
21 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pernbina 11 ) )
Madya
22 | Perencana Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 - 2
23 | Perencana Ahli Muda Penata TK | /lild 10 1 1
24 | Perencana Ahli Madya Pembina/ Iva 1 - -
25 | Arsiparis Terampil Pengatur Muda TK I /ll ¢ 6 - 1
26 | Arsiparis Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 1
27 | Pranata Komputer Terampil Pengatur Muda TK 1 /Il ¢ 6 1
28 | Pranata Komputer Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 2 -
KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR Eselon Ill /b Pembing /v 11 1 i
MISKIN
Jabatan Pelaksana
1 | Analis Pelayanan Sosial Penata / lllc 7 1 -
2 Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Penata / lllc 7 1
Masyarakat
3 | Pengelola Data Bantuan Sosial Pengatur /ll ¢ 6 - 2
4 | Pengadministrasi Persuratan Pengatur Muda /Il a 5 - 2
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
5 | Penyuluh Sosial Ahli Muda Penata Muda TK. | /lild 9 3 3
6 | Pekerja Sosial Pemula Pengatur Muda / lia 5 - 1
7 | Pekerja Sosial Terampil Pengatur / lic 6 - 1
8 | Pekerja Sosial Ahli Pertama Penata Muda /llia 8 - 1
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN ;
SOSIAL Eselon 1l /b Pembina / Iva " 1 -
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
Analis Program Pemberdayaan Masyarakat
g Dalam Penanganan Masalah Sosial Penata Muda /lla 7 2
2 | Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial Penata Muda /llla 7 - 2
3 | Pengadministrasi Perkantoran Pengatur Muda / V 5 2 -
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4 | Penyuluh Sosial Ahli Muda Penata MudaTK | /llld 9 2 1
5 | Pekerja Sosial Pemula Pengatur Muda TK. [/ lla 5 - 1
6 | Pekerja Sosial Terampil Pengatur / lic 6 1
7 Pekerja Sosial Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 - 1
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL | Eselon Il /b Pembina / lva 11 1
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
1 Analis Rehabilitasi Masalah Sosial Penata MudaTK. | /llld 7 1 -
2 | Pengadministrasi Sosial Penyandang Cacat Penata Muda /llia 5 1 -
3 | Pengadaministrasi Perkantoran Pengatur Muda / V 5 2
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4 | Penyuluh Sosial Ahli Muda Penata MudaTK | /llld 9 1
5 | Pekerja Sosial Pemula Pengatur Muda TK. |/ lla 5 1
6 | Pekerja Sosial Terampil Pengatur / lic 6 1
7 | Pekerja Sosial Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 -
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN ‘
JAMINAN SOSIAL Eselon Il /b Pembina / Iva 11
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
1 | Analis Jaminan Sosial Penata Muda /llla 8 1
Pengelola Laporan dan Evaluasi
2 Pelaksanaan Bantuan Bencana Pengia Muda. llia 8 B
3 | Pengadministrasi Terlantar Penata Muda /llla 5
4 | Pengadministrasi Persuratan Penata Muda / V 5 1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4 | Penyuluh Sosial Ahli Muda Penata MudaTK | /Illd g
5 | Pekerja Sosial Pemula Pengatur Muda TK. | / lla 5 1
6 | Pekerja Sosial Terampil Pengatur / lic 6 1
7 | Pekerja Sosial Ahli Pertama Penata Muda /llla 8 1

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial, juga memliki tenaga Relawan atau petugas lapangan

sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) orang 17 LKS dan 102 Karang Taruna

Tabel 2.2.4

JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

JENIS KELAMIN
NO JENIS PSKS TOTAL
L P
1 2 3 4
1 Pekerja Sosial Profesional 1 1 2
2 | TAGANA (Taruna Siaga Bencana) 38 13 51
3 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 17
4 Karang Taruna (KT) (Kelompok) 102 102
5 | Organisasi Sosial
6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 9 3 11
(LK3)
7 | TKSK /Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan 19 2 21
8 | Pendamping Cacat 1 1
9 Pendamping Lansia 1 1
10 | pendamping Keluarga Harapan 44 29 73
1 Operator SKS NG Desa/Kelurahan 238

(Data PSKS Dinsos, Keadaan Per Desember 2024)

Tugas dan fungsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Dinas Sosial adalah membantu

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai peran seperti identifikasi, pemberian informasi,

fasilitasi, pendampingan, dan menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan sumber-sumber

bantuan. PSKS juga berperan dalam mencegah masalah sosial, memberikan pelayanan sosial, dan

menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.
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2.2.5 Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosial didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, antara lain :
a. Perlengkapan
Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Ende dapat difungsikan secara optimal, namun pemeliharaan terhadap
prasarana/sarana kerja secara rutin harus dilakukakan dengan baik. Hal ini membutuhkan
biaya pemeliharaan yang memadai agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara
maksimal.
b. Gedung Kantor

Dinas Sosial memiliki 1 gedung kantor yang terdiri dari Ruangan kepala Dinas, Ruangan
Sekretaris, dan 4 Ruang Kepala Bidang.masing-masing ruangan memiliki ukuran ruangan
yang tidak memadai karena ukurannya yang sempit sehingga aktivitas kerja menjadi tidak
efektif.selain memiliki Gedung kantor Dinas Sosial juga memiliki 1 Aula yang sekarang
digunakan untuk tempat kerja untuk Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sehingga aula
tidak efektif lagi digunakan sebagai ruang rapat.-

Gedung Kantor yang kini digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende merupakan aset dari
Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 1982. Keadaan gedung kantor sudah sangat tua
sehingga perlu direhabilitasi atau dibangun gedung yang baru demi kenyaman pegawai
dalam melaksanakan tugas. Kondisi ruang pelayanan publik kurang memadai karena belum
tersedia sanpras bagi kelompok rentan yang memerlukan pelayanan di Dinas Sosial
Kabupaten Ende. Demikian halnya dengan kondisi pagar kantor yang rusak berat tidak dapat
di fungsikan secara maksimal sehingga tanpa pintu pengamanan halaman kantor menjadi

tempat parkir kendaraan masyarakat yang berdomisili di sekitar kantor di luar jam kerja.

¢. Peralatan Kantor

Keadaan kondisi barang inventaris Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5
DAFTAR INVETARIS BARANG
No : Nama Barang " aeh o
1 2 3 7
BK - B22M2, T ]
1| Tenah 3 3 R L TR
M2, Tanah Bangunan LBK lama di [pi 200 M2

2 Bangunan Gedung Kantor 1 1 | TuasBangunan 25082
3 Bangunan LBK 2 ias Bangunan - 220M2
4 Bangunan Aula 1 Tas bangunan 112 W2
5 | Bangunan Rumah Dinas 1 1 Coas Banguren - 80 M2
6 Kendaraan Roda 4 2 2 Perlu diservis dan diganti suku cadang
T Kendaraan Roda 2 : 7 6 B Bak Rusak berat 1

i ai ndaraan bantuan Kemensos RI, Pedu disevi foant
8 Tanki air 1 \j I;em 2;3;1" ﬂ;;uan nsos u d.sems dan diganti
9. | Kendaraan Dapur Umum 1 v ?W&Zl S Famrn . oy G G 00
10. | Ambulance 1 y
10 MEja Kayu 39 25 Baik 25 buah rusak beral 14
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No mmm . Ket
1 2 7
11 | Kursi Kayu
12 | Kursi Plastik
13 | Kursi Falas
14 | Kursi Big Star
15 | Kursi Fitura
16 | Kursi Alpen
17 | Lemari
18 | Komputer
19 | Laptop
20 | Tustel Digital 4 \
21 | Kipas Angin 1
22 | Warles 1 \
23 | Parabol 1
24 | LCD Komplit 2 v
25 | Meja Rapat 6 v
26 | Jam Dinding 3 v
21 | Ac 2 v
28 | Dispencer 2 v
29 | Fiiling Kabinet 2 vy
310 | Mobil Dapur Umum 1
31 | Mobil Ambulance 1 v
(Sumber Laporan Inventaris Barang Dinsos, Keadaan Per Desember 2024
Dari tabel sebagaimana tersebut diatas,dengan kondisi Sarana Prasarana yang ada untuk 5 tahun
yang akan datang Dinas Sosial Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan
antara lain, Komputer,Laptop ,meubelair meja, kursi dan lemari arsip, Diharapkan kedepannya untuk
mendukung pelayanan publik, dialokasikan anggaran untuk Rehabilitasi Gedung Kantor/Pembangunan
Gedung kantor, Pembangunan Pagar, Pembanguan Ruang konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).dan
Pembangunan Rumah Singgah bagi orang terlantar, untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial
sudah pernah melakukan Survei bersama Tim dari Dinas PUPR Kabupaten Ende dengan rekomendasi
layak untuk dibangun baru yang disebabkan Nilai gedung sudah tidak layak untuk ditempati.
2.2.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah

capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.2.6 dibawah ini :

ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah

(RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh
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Tabel Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Tabel 2.2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Perubahan Pertama
Kondisi Kinerja |  Target Renstra Perubahan Perangkat lisasi . , :
Indikator Kineria Awal RPJMD Dasrah Tahiun K6 Realisasi Capaian pada tahun Ke Rasio Capaian pada tahun Ke
(th.2019) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Urusan Pelayanan Dasar
Persentase(%) PMKS yang tertangani 51,99 52,44 | 52,92 | 53,39 | 53,85 | 54,32 | 5244 | 6555 | - 113,14 | 123,87
Persentase(%) PMKS yang memperoleh bantuan 45,33 46,34 | 4733 | 4831 | 493 | 50,29 | 33,24 | 6533 | - - 71,73 | 138,45 - -
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat atau 100 100 ) Ly 100 10p | 100 1 100 - 100 100 - -
setelah Tanggal Darurat Bencana Daerah Kab/Kota
Perubahan Kedua
Kondisi Kinerja | Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah L ; ) ) K
Indikaitor Kirissia Awal RPJMD TaHUrKE Realisasi Capaian pada tahun Ke Rasio Capaian pada tahun Ke
(th.2019) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Urusan Pelayanan Dasar
Persentase(%)Persentasi PPKS yang - 38,89 | 52,61 | 91,57 109,08 | 146,22 | 252,89
tertangani/diberdayakan 51,99 3565 | 3598 | 36,31
- - 100 100 100 - 103,27 | 101,14 | 100
Persentasi PSKS yang di berdayakan 45,33 - - 96,83 | 98,59 100
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Dari tabel awal pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
+ BIDANG SOSIAL :

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran
yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kabupaten Ende pada tahun 2023, 4 indikator
menunjukkan capaian kinerja SANGAT TINGGI (= 91). Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan
urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh perangkat dinas dan
dukungan stakeholder. Meskipun Untuk sejumlah target IKU Dinas Sosial Kabupaten Ende yang tingkat
pencapaiannya, mencapai peringkat capaian kinerja sangat tinggi pada tahun 2023, masih tetap diperlukan
upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Sosial, terlihat bahwa kinerja secara keseluruhan mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, rata-rata capaian kinerja
mencapai 115,79%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan secara umum berhasil dilampaui.
Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari indikator Persentase PPKS yang tertangani, yang
mencapai 146,22%, sedangkan indikator PSKS yang diberdayakan hampir memenuhi target dengan capaian
101,14%, dan Nilai AKIP Dinsos stabil pada 100%.

Memasuki tahun 2024, rata-rata capaian kinerja meningkat menjadi 150,96%, mencerminkan lonjakan
kinerja terutama pada indikator PPKS yang tertangani, yang capaian persentasenya mencapai 252,89%, jauh
melampaui target. Sementara itu, indikator PSKS yang diberdayakan tetap mencapai target 100%, dan Nilai
AKIP Dinsos tetap stabil pada 100%, menunjukkan konsistensi dan stabilitas dalam kinerja organisasi. Secara
keseluruhan, narasi ini menegaskan bahwa Dinas Sosial berhasil mempertahankan capaian kinerja yang baik
sambil menunjukkan peningkatan yang signifikan pada prioritas penanganan PPKS, sekaligus menjaga
indikator lainnya tetap optimal.

a. Nilai Akip Dinsos.

Berdasarkan data Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat bahwa capaian
kinerja akuntabilitas relatif konsisten. Pada tahun 2023, Dinas Sosial memperoleh predikat B dengan target
100 persen dan realisasi yang juga mencapai 100 persen, sehingga capaian kinerja dapat dikatakan
optimal. Hal yang sama terlihat pada tahun 2024, di mana target kinerja kembali ditetapkan sebesar 100
persen dengan realisasi yang sesuai, sehingga capaian tetap berada pada angka 100 persen. Dengan
demikian, Dinas Sosial berhasil mempertahankan predikat B selama dua tahun berturut-turut.
bahwa belum terdapat peningkatan kualitas nilai AKIP ke level yang lebih tinggi, seperti BB atau A. Oleh
karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran dan
pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), serta perbaikan tata kelola monitoring dan evaluasi.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja sehingga
Dinas Sosial tidak hanya mampu mempertahankan capaian, tetapi juga meningkatkan predikat AKIP ke
jenjang yang lebih baik.
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Keberhasilan Dinas Sosial dalam mempertahankan predikat B pada Nilai AKIP tahun 2023 dan
2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor yang mempengaruhi peningkatan atau keberhasilan
kinerja antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pegawai dapat bekerja
dengan layak; lingkungan kerja yang nyaman; serta kerjasama yang baik antarpegawai. Selain itu, kinerja
pegawai yang bertanggung jawab, konsisten, totalitas dalam pekerjaan, memiliki inisiatif, selalu jujur,
beretika baik, dan mampu bekerja sama dalam tim turut menjadi penunjang keberhasilan tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Ende juga melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.dari 14
(empat belas) jenis pelayanan dua jenis pelayanan KIS dan KIP berdasarkan Penilaian Kepatutan oleh
Ombusman Rl mendapatkan Nilai B atau 85, 16 dengan predikat baik pada tahun 2024,- adapun penilaian
terlampir.

Sebagai solusi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, Dinas Sosial telah melakukan upaya
peningkatan pelayanan yang lebih baik serta memperkuat koordinasi dan sistem pelaporan kinerja yang
akurat dan berbasis data. Evaluasi intemal secara berkala juga dilakukan untuk memastikan semua
program dan kegiatan terlaksana sesuai target.

Ke depan, upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerja
pegawai mencakup penyelenggaraan Bimtek atau pelatihan pengembangan SDM, pemberian umpan balik
yang konstruktif, penciptaan lingkungan kerja yang positif, serta pemberian apresiasi dan insentif. Langkah-
langkah ini diharapkan tidak hanya mempertahankan predikat AKIP saat ini, tetapi juga mendorong
peningkatan ke predikat yang lebih tinggi, seperti BB atau A, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja Dinas
Sosial terus meningkat secara berkelanjutan.

b. Persentase (%) PPKS yang Tertangani

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, persentase PPKS yang tertangani menunjukkan
peningkatan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2023, target penanganan PPKS ditetapkan sebesar
35,98%, namun realisasi mencapai 52,61%, sehingga capaian mencapai 146,22% atau melebihi target
sekitar 46%. Kondisi ini menunjukkan efektivitas upaya penanganan PPKS pada tahun tersebut. Pada
tahun 2024, target sedikit meningkat menjadi 36,31%, namun realisasi melonjak drastis menjadi 91,57%,
sehingga capaian mencapai 252,89%. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan penanganan PPKS
secara signifikan, baik dari sisi kapasitas maupun efektivitas program yang dijalankan. Tren ini
memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan cenderung konservatif dibandingkan kemampuan aktual,
sehingga diperlukan peninjauan kembali target untuk tahun berikutnya agar lebih realistis dan menantang.
Secara keseluruhan, data ini menggambarkan keberhasilan dalam penanganan PPKS dan menunjukkan
tren perbaikan kinerja yang konsisten.

Pada Tahun 2023 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani berjumlah 18.891
Jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 Jiwa sedangkan Pada tahun 2024 Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial yang tertangani berjumlah 158.811 Jiwa dengan total PPKS sebanyak 173.431 Jiwa.

Peningkatan persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kinerja
yang signifikan, meskipun terdapat dinamika terkait bantuan sosial. Pada tahun 2023, terdapat faktor
penurunan efektivitas penanganan PPKS akibat bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN
(Kementerian Sosial) dialihkan ke Badan Pangan Nasional, sehingga distribusi bantuan tidak sepenuhnya

tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyiapkan data penerima yang lebih akurat agar

e
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bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Selain itu, upaya peningkatan kerja sama dengan
dinas terkait juga dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan penanganan PPKS, dengan jumlah PPKS yang
tertangani mencapai 158.811 jiwa dari total 174.431 jiwa, sehingga realisasi mencapai 91,57% dari target
36,31%. Peningkatan ini didorong oleh dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk bertambahnya
bantuan Jaminan Kesehatan melalui kartu Indonesia Sehat (KIS). Solusi yang diterapkan tetap konsisten,
yaitu menyiapkan data penerima yang akurat agar program bantuan lebih tepat sasaran, serta memperkuat
kerja sama dengan dinas terkait agar penyaluran bantuan dan penanganan PPKS dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan keberhasilan dalam penanganan PPKS, baik dari sisi
peningkatan kapasitas pelayanan maupun efektivitas program. Dukungan pemerintah, pemanfaatan data
yang akurat, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja yang signifikan
tersebut, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan strategi ke depan agar kinerja lebih optimal dan
berkelanjutan.

Keberhasilan peningkatan persentase PPKS yang tertangani hingga melebihi target disebabkan oleh

beberapa faktor. Pertama, adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi antarunit terkait, sehingga

penanganan kasus menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kedua, implementasi strategi dan program yang

lebih terstruktur, termasuk pemanfaatan data dan informasi untuk memetakan kasus PPKS secara efektif.

Ketiga, kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan meningkat, baik dari sisi pelaksana lapangan

maupun manajemen, sehingga memudahkan penanganan kasus secara menyeluruh.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan dan pembekalan teknis terkait penanganan PPKS.

2. Pemanfaatan data dan teknologi informasi, untuk memonitor kasus dan mempercepat respons
penanganan.

3. Koordinasi lintas sektor, baik antarinstansi pemerintah maupun dengan organisasi masyarakat terkait,
sehingga penanganan kasus lebih komprehensif.

4. Sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat, untuk mendukung pelaporan dan pencegahan kasus.

Upaya yang Akan Dilakukan:

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan

meliputi:

1. Penetapan target yang lebih realistis dan menantang, sehingga capaian kinerja lebih mencerminkan
kemampuan aktual.

2. Peningkatan integrasi sistem informasi, agar pemantauan dan pelaporan kasus lebih cepat, akurat, dan
mudah diakses.

3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan pihak swasta dan organisasi
masyarakat sipil.

4. Peningkatan program pencegahan dan edukasi, agar kasus PPKS dapat dikurangi sejak dini melalui
kesadaran masyarakat.

5. Evaluasi dan inovasi dalam strategi penanganan, agar setiap kebijakan atau program baru lebih efektif

dan tepat sasaran.
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c. Persentase (%) PSKS yang diberdayakan

Berdasarkan data yang tercatat, persentase PSKS yang diberdayakan menunjukkan kinerja yang
sangat baik. Pada tahun 2023, target pemberdayaan ditetapkan sebesar 98,59%, namun realisasi
mencapai 100%, sehingga capaian tercatat sebesar 101,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
program pemberdayaan PSKS pada tahun tersebut melebihi ekspektasi, mencerminkan efektivitas dan
efisiensi dalam implementasi program. Sementara itu, pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100%
dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga capaian sama dengan target yakni 100%. Hasil ini
menunjukkan bahwa program pemberdayaan PSKS berjalan sesuai rencana dengan kinerja yang stabil dan
optimal. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan konsistensi dan keberhasilan dalam pengelolaan
program pemberdayaan PSKS dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Pada tahun 2023, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan berjumlah 123
jiwa, terdiri dari Pendamping PKH sebanyak 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 21
jiwa, dan Taruna Siaga Bencana sebanyak 42 jiwa. Seluruh PSKS tersebut diberdayakan melalui bimbingan
teknis untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas kerja mereka. Pada tahun 2024, jumlah PSKS yang
diberdayakan meningkat menjadi 148 jiwa, dengan rincian Pendamping PKH 76 jiwa, TKSK 21 jiwa, dan
Taruna Siaga Bencana 51 jiwa. Peningkatan ini tidak terlepas dari dukungan dana yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk menunjang kemampuan dan kapasitas SDM melalui
penyelenggaraan bimbingan teknis yang rutin dan terstruktur.

Keberhasilan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada tahun 2023-
2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor utama yang mendorong peningkatan jumiah dan
kualitas PSKS adalah adanya dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah, yang memungkinkan
pelaksanaan bimbingan teknis secara optimal. Selain itu, adanya perencanaan kegiatan yang berfokus
pada peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial turut memperkuat kapasitas PSKS dalam
melaksanakan tugasnya. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan jumlah PSKS dari 123 jiwa pada tahun
2023 menjadi 148 jiwa pada tahun 2024, serta capaian program yang sesuai atau melebihi target.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut antara lain
menyelenggarakan bimbingan teknis secara rutin bagi Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana, serta menyediakan dukungan anggaran yang memadai
untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait
memastikan program pemberdayaan berjalan sinergis dan efektif.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SDM, solusi yang ditempuh antara lain meningkatkan
frekuensi dan kualitas kegiatan yang menunjang kompetensi mereka, seperti pelatihan, workshop, dan
mentoring teknis. Upaya konkret yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah penyediaan
anggaran yang lebih baik dan terencana, sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PSKS dapat
berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil dari upaya-upaya ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan sumber daya manusia di
bidang kesejahteraan sosial. Peningkatan jumlah dan kapasitas PSKS tidak hanya memperkuat
kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat

dan peningkatan kualitas layanan sosial di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

"




Renstra Dinsos Kab. Ende i 2025-2029

4

2.2.6.1 TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ OUTCOME DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

% Urusan s .Indlka:mr Kinerja e Capaian Kinerja Ketsrangani
Pamanntahanr KunciHasil / Qutcome : ;
20200 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6
SOSIAL 1 | Persentase penyandang Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak disabilitas
terlantar, lanjut usia terlantar,anak
teﬂanta( dan gelandanga_n teilantarlanjut uala
pengemis yang terpenuhi . SPM
kebutuhan dasarnya di luar terlantardan
panti (indikator SPM) gelandangan pengemis
yang tepenuhi
kebutuhan dasanya di
luar panti X100
% | 15,08 1878 | 100 100 8,08
Populasi
penyandang
disabilitas
terlantar,anak
terlantar lanjut
usia terlantar dan
gelandangan
pengemis
2 | Persentase korban Jumlah korban bencana
bencana alam dan sosial | qlam dan sesial yang
yang terpenuhi kebutuhan | erpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan dasarnya dalam satu
setelah tanggap darurat
bencana daerah tahun anggaran SPM
kabupaten/kota
Populasi korban
bencana alam dan sosial X,;DO
di daerah kabupaten foo| "% b 100 100
ota yang membutuhkan|
perlindungan dan
jaminan sosialpada saat
dan setelah tanggap
darurat bnencana derah
kabupaten kota
227  Kelompok Sasaran Layanan

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun
demikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya
jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah
para Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang sebagaian besar diantara mereka merupakan
penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.
Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal
tersebut kita dapat kelompokan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan
internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh
lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau
mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam

bidang sosial ini sangatiah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya
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suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah
penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap
kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah
pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan
penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan
sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan
anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Adapun kelompok Sasaran layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah kelompok rentan atau keluarga miskin.
Para Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari:

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari:
1.Anak Balita Terlantar (ABT)
2.Anak Terlantar (AT)
3.Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
4.Anak Jalanan (AJ)
5.Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
6.Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
7.Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
8.Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
9.Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
10. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa
11.Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
12.Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
13.Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
14. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
15. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
16.Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
17.Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
18. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
20. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
21. Lanjut Usia Terlantar
22.Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
23. Penyandang Disabilitas Sensorik —> Mata (Tuna Netra)
24. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
25.Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
26.Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
27.Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa
28. Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
29.Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
30.Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
31.Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
32.Penyandang Disabilitas Ganda > Netra, Rungu, Wicara & Fisik
33.Penyandang Disabilitas Ganda > Mental & Fisik
34.Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
35. Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
36.Tuna Susila (TS)
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37.Gelandangan

38. Pengemis

39. Pemulung

40. Kelompok Minoritas --> Waria
41.Kelompok Minoritas --> Gay

42.eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)
43.0rang Dengan HIV / AIDS (ODHA)

44. Korban Penyalahgunaan NAPZA

45. Korban Trafficking

46.Korban Tindak Kekerasan

47.Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
48.Korban Bencana Alam

49.Korban Bencana Sosial

50. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

51. Fakir Miskin

52.Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
53.Komunitas Adat Terpencil

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Penyuluh Sosial

. Pekerja Sosial Profesional

. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

. Karang Taruna

. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
. Keluarga Pioner

. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)

. Dunia Usaha

. Family Care Unit
Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

O O N WA WN

Dinas Sosial memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan kepada Pemeriu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS,

memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra

Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak,

seperti PD terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-Pilar Dinas Sosial/PSKS antara lain : Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pendamping Rehabilitasi

Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiiliki peran dalam

melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang
komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS,
pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
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Berikut adalah detail lebih lanjut tentang tugas-tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan
pada PPKS:

1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:

. Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi PPKS di wilayah
kerjanya. Ini penting untuk memastikan bahwa data PPKS akurat dan terpercaya, sehingga
bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

. Proses ini melibatkan pengecekan identitas PPKS, alamat, dan kondisi sosial ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS:
. Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar

dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
. Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial,
pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, dan pendampingan ekonomi.

3. Penyaluran Bantuan Sosial:
. Mitra Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah

terverifikasi dan validasi.

. Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan,
bantuan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.

4. Koordinasi dengan Stakeholder:

. Mitra Dinas Sosial juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait,
seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dinas
terkait lainnya.

. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS
berjalan efektif dan efisien.
5. Laporan dan Evaluasi:

. Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil yang telah
dicapai dalam pelayanan PPKS.

. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan sosial yang
diberikan kepada PPKS.
6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS:

. Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian
PPKS.

. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan,
pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dengan peran yang efektif, mitra Dinas Sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang

lebih aman dan sejahtera bagi PPKS.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Ende memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ende Nomor
18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Ende , maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas di urusan Sosial . Dinas Sosial Kabupaten Ende membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang
Sosial. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ende memiliki fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan .Dinas Sosial Kabupaten Ende di tengah upaya menjalankan tugas dan
fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Permasalahan
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strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan penanganan PPKS dan PSKS antara lain :Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas
Sosial Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel .2.3
No. | Masalah Pokok | Rumusan Masalah Akar Masalah
1. | Penurunan Angka Kompleksitas Permasalah PPKS | 1.Penurunan PPKS tidak bisa hanya dengan
PPKS melaksanakan pemberian bantuan saja tanpa

adanya dorongan untuk pemberdayaan PPKS
secara mandiri,Pemberian bantuan meskipun
penting untuk memenuhi kebutuhan dasar,
tidak dapat mengatasi masalah struktural
yang menyebabkan seseorang menjadi
PPKS.

2.Belum optimalnya pemberdayaan mandiri
(pelatihan dan keterampilan), sebagai upaya
untuk mengembangkan potensi dan
kemampuan individu PPKS agar mereka
dapat menjadi lebih mandiri  dan mampu
mengatasi masalah yang mereka hadapi.

2. | Keakuratan Data Masih banyak bantuan yang Kualitas DTKS perlu diperbaiki dan diperbarui,
PPKS ggbs?;}';?,“ %dak tepat sehingga data DTKS lebih akurat dan relevan.

3. | Pengoptimalan Masih banyaknya PPKS yang 1.Kurangnya kesadaran dan pemahaman
perlindungan dan pelum mendapatkan perlindungan| PPKS dalam memenuhi/mencukupi
jaminan sosial anjgminan sosial dalam persyaratan
bagi Penyandang kebutuhan dasar 2.Masih banyak PPKS yang belum terdata
Masalah dan dimasukkan pada Data Terpadu
Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Sosial

4. | Pengoptimalan Belum optimalnya bimtek IT dan Belum ada pendataan PPKS oleh PSKS di
pelayanan PPKS  isarana prasarana bagi PSKS lapangan dan belum tersedianya anggaran
melalui PSKS penunjang kegiatan

9. | Pelayanan Belum optimalnya saranaprasarana | Kurangnya SDM serta bangunan tempat
Gelandangan penanganan Gelandangan singgah/ruang klien kurang memadai.
Pengemis, Pengemis, ODGJ
ODGJ, dan

Orang Terlantar

Analisis isu-isu Strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi Dasar
pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan
pembangunan mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksud sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis

yang menentukan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029,-

Dari isu strategis tersebut diatas, penanganan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan Ekstrem adalah merupakan isu
utama Dinas Sosial dengan indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Ende pada sasaran 6 yaitu Berkurangnya Jumlah
Penduduk Miskin dengan indikator laju penurunan jumiah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :
1. Meningkatnya jumiah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor;

3. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
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Belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi Pemerlu
KesejahteraanSosialPPKS);

Masih terbatasnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial serta kejadian luar biasa;
Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;

Belum tersedianya RAD penerapan SPM urusan social

. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial belum optimal/tepat sasaran.

Pelayanan
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TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan
Visi bupati Kabupaten Ende yaitu TERWUJUDNYA KABUPATEN ENDE YANG MAJU, BERDAYA
SAING DAN BERKELANJUTAN BERBASISKAN IMAN DAN BUDAYA ENDE LIO NAGE
SARE PAWE
dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk Misi ke-2 yakni
MEWUJUDKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI YANG ADIL, PRO RAKYAT , SERTA RAMAH
INVESTASI DAN BERBASIS EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
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Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Periode 2025 s/d 2029

Target tahun ke -
. . 20 2 2 P .
N | Sasaran IndikatorfTujuan |\ ondisi | 2025 | 2026 | 2027 = e 030 KondisiAkhir
0 Tujuan Avwal
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
(10) (11)
(1) (@) 3) 4) (5) (6) ™ (8) ®) (12)
Meningkatnya ,
Perindungan Sosial yang Indeks gﬁglilgldungan 30,91 31,05 31,18 | 31,31 31,44 31,58 31,71 31,
Inklusif
Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP Dinsos B B B B B B B B
PD
ﬂgﬁ}ggtﬁg‘gﬁ Persentase PPKSyang | 42,07 | 4242 | 4277 | 4312 | 4347 43,82 44,17 44,17
PPKS tertangani
Meningkatnya
Peran PSKS dalam
Paribangunan. | Paiseniase FSKS yang | 5681 | 64,59 | 7237 | 8016 | 87,94 95,72 99,61
Bidang berdayakan : ' ’ : ’ ' J
Kesejahteraan
Sosial
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TABEL. 3.1.1

PENTAHAPAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

TAHAP | TAHAP II TAHAP 1ll TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029 (2030)
A ggggljmpulan Data Desar Bideng A ;emenuhan Kebutuhan Penerima A ;ZE&,::QM Pe;)n:nn;?r:; 1
anfaat
Manfaat Pelaksanaan  Program
1 Identifikasi Data Penerima 1 Pemenuhan Kebutuihan 1 Lanjutan Pemenuhan Pelaksanaan Program bidang bidang  kesejahteraan
Manfaat Pada Dinas Sosial Penyandang Masalah Kebutuihan Penyandang kesejahteraan Sosial Berbasis Sosial Berbasis Data
Kabupaten Ende Kesejahteraan Sosial (PMKS) Masalah Kesejahteraan Data Yang Akurat dan Valid Yang Akurat dan Valid
a |dentifikasi Jumlah dan Jenis melalui Tahapan Assesment Sosial (PMKS) melalui a. Penanganan Bantuan Fakir a Penanganan Bantuan
Penyandang Masalah Tahapan Assesment Miskin . Fakir Miskin
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2 Memfasilitasi Usulan Masyarakat 2 Lanjutan Memfasilitasi b.  Penanganan Bantuan b Penanganan
antara lain : Penyandang Tidak mampu Untuk Diusulkan Usulan Masyarakat Tidak Pemberdayaan Sosial Bantuan
Disabilitas, Anak terlantar, Kedalam Data Tunggal Sosial mampu Untuk Diusulkan Pemberdayaan
Lansia Terlantar, Fakir <iskin, Ekonomi Nasional(DTSEN) Kedalam Data Tunggal Sosial
Gelandang Pengemis, dan Sosial Ekonomi ¢. Bantuan Rehabilitas Sosial ¢ Bantuan Rehabilitas
PMKS lainnya Nasional(DTSEN) . Sosial
d. Bantuan Perlindungan d Bantuan
Sosial dan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial
3 Pemenuhan Kebutuhan Individu 3 Lanjutan Pemenuhan Kepada Masyarakat maupun dan Jaminan Sos;al
Untuk Direhabilitasi Kebutuhan Individu Untuk Korban Bencana Kepada Masyarakat
Direhabilitasi maupun Korban
Bencana
b Identifikasi Individu yang 4 Pemenuhan Kebutuhan Individu 4 Lanjutan Pemenuhan Koordinasi Lintas Sektor Terkait | 2 Koordinasi Lintas Sektor I
. Membutuhkan Rehabilitasi Untuk Mendapatkan Layanan Kebutuhan Individu Untuk agar Pelaksanaan Program Terkait agar

Sosial di dalam/luar Panti

¢ ldentifikasi Penerima Bantuan
Perlindugan Sosial dan
Pemberdayaan Sosial antara
lain Kepesertaan KIS, Bantuan
KUBE

Psikososial , Bimbingan Fisik,
Mental dan Spiritual

5 Pemenuhan Kebutuhan Penerima

Manfaat yang Mendapatkan
Bantuan Perlindungan Sosial dan
Pemberdayaan sosial

Mendapatkan Layanan
Psikososial , Bimbingan
Fisik, Mental dan Spiritual
5 Lanjutan Pemenuhan
Kebutuhan Penerima
Manfaat yang
Mendapatkan Bantuan

bidang Kesejahteraan Sosial
berjalan efektif

Pelaksanaan Program
bidang Kesejahteraan
Sosial berjalan efektif
3 Evaluasi Pelaksanaan
Program Bidang
| Kesejahteraan Sosial
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TAHAP | TAHAP I TAHAP IlI TAHAP IV TAHAPV
(2026) (2027) (2028) (2029 (2030)
Identifikasi Data Jenis Layanan Perlindungan Sosial dan 4 Pelaporan Pelaksanaan
Pemberdayaan sosial Program Bidang sosial
a Identifikasi Berbagai Jenis 6 Penerima Manfaat mendapatkan 6 Lanjutan Penerima sesuai indikator Kinerja
Layanan Sosial di Dinas Sosial Pelayanan sesuai dengan Jenis Manfaat mendapatkan Yang Ditetapkan

Kabupaten Ende

Identifikasi Sumber Daya
Pendukung Layanan Bidang sosial

a |dentifikasi Kebutuhan SDM
pelaksana Layanan pada Dinas
Sosial Kabupaten Ende

b Identifikasi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Identifikasi Data Penyelenggara

Layanan Sosial

a ldentifikasi Data Lembaga
Kesejahteraan Sosial,
Lembaga Sosial Anak di
Kabupaten Ende

b Identifikasi Kelompok

. Kepemudaan KarangTaruna di
Kabupaten Ende

Analisa Data

1 Menganalisa Data PMKS melalui

Pengecekan Data dengan Data

Layanan Yang Ada di Dinas Sosial
Kabupaten Ende

B Pemenuhan Sumber Daya

1 Pemenuhan sumber daya yang
Ada di Dinas Sosial kabupaten
Ende

a Pemenuhan kebutuhan sumber
daya layanan bidang sosial
sesuai standar kompetensi
pelaksana melalui pengusulan
Tenaga Pekerja sosial,
Pendamping Sosial , Sarjana
limu sosial.

b Pemenuhan Sarana Prasarana
pendukung layanan bidang
sosial.

2 Pemenuhan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pelayanan sesuai dengan
Jenis Layanan Yang Ada
di Dinas Sosial Kabupaten
Ende

B Lanjutan Pemenuhan
Sumber Daya
1 Lanjutan Pemenuhan

sumber daya yang Ada di

Dinas Sosial kabupaten

Ende

a Lanjutan Pemenuhan
kebutuhan sumber
daya layanan bidang
sosial sesuai standar
kompetensi pelaksana
melalui pengusulan
Tenaga Pekerja sosial,
Pendamping Sosial ,
Sarjana limu sosial.

b Lanjutan Pemenuhan
Sarana Prasarana
pendukung layanan
bidang sosial.

2 Lanjutan Pemenuhan

Potensi Sumber

TAHAP
PEMANTAPAN

TAHAP
PERCEPATAN
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TAHAPI
(2026)

TAHAP Ii
(2027)

TAHAP Il
(2028)

TAHAP IV
(2029

TAHAP V
(2030)

Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN)

Menganalisa kebutuhan Individu
yang Membutuhkan Rehabilitasi
Sosial

Menganalisa Data Bantuan
Perlindungan Sosial dan
Pemberdayaan Sosial
Menganalisa Kebutuhan Sumber
Daya Pendukung Layana Sosial

Penyusunan Rencana

1

Penetuan Visi ,Misi Tujuan dan
Sasaran Merumuskan

Visi,Misi dan Sasaran Strategis
yang akan dinput dalam
bidang sosial

Pemilihan Isu Strategis,Menetukan
Isu-isu Strategis

Yang menjadi prioritas dalam
pembangunan sosial

Penyusunan Program Kegiatan
Merumuskan Program dan
Kegiatan yang akan dilak-

nakan untuk mencapai tujuan dan
sasaaran yang

telah ditetapkan

4 Penetapan Indikator Kegiatan

Pemenuhan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)

Pemenuhan Tenaga
Pendamping Sosial/Pekerja
sosial

Fasilititasi Pembentukan
Karang taruna dan reorganisir
Karang Taruna Yang tidak aktif

Penguatan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS)

Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

a Lanjutan Pemenuhan
Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
(TKSK)

b Lanjutan Pemenuhan
Tenaga Pendamping
Sosial/Pekerja sosial

¢ Lanjutan Fasilititasi
Pembentukan Karang
taruna dan reorganisir
Karang Taruna Yang
tidak aktif

d Lanjutan Penguatan
Lembaga
Kesejahteraan Sosial
(LKS)
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TAHAP | TAHAP || TAHAP lli TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029 (2030)
untuk setiap program

Menentukan Indikator Kegiatan
untuk setiap program
Kegiatan yang akan digunaka
untuk mengukur
Keberhasilan pelaksanaan
Program Kegiatan

5 Penyusunan Rencana Anggaran

TAHAP PEMENUHAN

AHAP AWAL PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
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3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya
dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029, selengkapnya dilihat dalam tabel dibawah
ini:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Ende Yar':'g Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan
Berbasiskan Iman Dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe
MISI Ke 2: Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Pengembangan
Aktivitas Ekonomi Yang Adil, Pro Rakyat , Serta Ramah Investasi Dan Berbasis Ekonomi Hijau
Dan Ekonomi Biru
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya 1. Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial | Akuntabilitas

yang Inklusif Kinerja PD

-Peningkatan tata kelola dan | - Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan
kinerja dinas sosial penganggaran

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan
- Meningkatkan optimalisasi pengelolaan SDM, sarana dan

prasarana pelayanan
2. Meningkatnya - Peningkatan rehabilitasi - Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas
Perlindungan PPKS | sosial terhadap penduduk
Miskin
- Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas
- Meningkatkan penyandang tuna sosial yang berubah
perilakunya
- Peningkatan partisipasi - Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi & Sumber
sumberdaya kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga
sosial berbasis masyarakat Sosial
- Meningkatkan pemberdayaan terhadap Pilar-pilar Sosial
- Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial
- Peningkatan kualitas - Meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial
penanganan fakir miskin penanggulangan kemiskinan
perkotaan/Perdesaaan
- Meningkatkan kualitas pendampingan potensi ekonomi
penduduk miskin
- Meningkatkan kualitas pendampingan bantuan stimulant
program nasional penanggulangan kemiskinan
- Verifikasi dan Validasi Data - Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan
Terpadu Kesejateraan Sosial kemiskinan
sebagai data Utama dan

Pemberdayaan masyarakat
miskin agar mampu mengentas

kemiskinan
- Peningkatan program —program berjalan lebih efektif dan tepat
sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan
lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
di Indonesia
-Peningkatan perlindungan | - Menyediakan bantuan sosial korban bencana alam dan
sosial terhadap penduduk social
beresiko darurat sosial
3. Meningkatnya - Mengoptimalkan - Meningkatkan SDM bagi Pendamping Sosial
Peran PSKS dalam | pemberdayaan PSKS - Meningkatkan Peran aktif Pendamping Sosial dan
Pembangunan Masyarakat
Bidang
Kesejahteraan
Sosial

- Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam
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BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya
perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas
Sosial Kabupaten Ende . Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ende tentu relevan dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah
yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan
beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan
kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan
yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah
program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana

pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif
yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende tahun 2025- 2029 dapat dilihat dibawah ini
(Terlampir)

4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

_ TUPOKSIPD

PROGRAM

i _ » PD

 KEGIATAN $

_ SUBKEGIATAN
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2.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (lampiran)

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA ,INDIKATOR ,TARGET DAN PAGU INDIKATIF

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
INDIKATOR OUTCOME
PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB BASELINE 2024
KEGIATAN/OUTPUT jouTeuT 2026 2027 2028 2028 2030
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297 410.080,00 4.460.711.650,00 4.603.634.428,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.Penyelenggaraan 100,00 100,00 2.750.000.000,00 100,00 2.803.900,000,00 100,00 2.882.409.200,00 100,00 2.991.940.740,00 100,00 3.087.682.852,00
PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Perkantoran
KABUPATENKOTA Perangkat Daerah sacara
elektif dan efisien selama 1
tahun
Perencanaen, Penganggaran, dan Evaluasi Indeks Perencanaan, 1,00 16.500.000,00 1,00 18.500.000,00 1,00 19.000.000,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasl
Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen 1,00 2.000.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3,000.000,00
Perangkat Daerah Parancanaan PO
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Terlaksananya Koordinast 1,00 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00 1,00 1.500,000,00 1,00 1.500.000,00
SKPD dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Terlaksananya dokumen 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000,000,00 1,00 2.000.000,00
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA yang
tersedia
Keordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya dokumen DPA 1,00 2.500.000,00 1.00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.500.000,00 1,00 2.500.000,00
yang tersedia
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan  Tersedianya dokumen 1,00 2.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00
DPA-SKPD Perubahan DPA yang
tersedia
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen 1,00 2.500.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.500.000,00 1,00 3.000.000,00 1 3.000.000,00
Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Laporan yang tersedia
Kinerja SKPD -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen 1,00 4.000.000,00 1,00 4,000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00 1,00 4.000.000,00
Laporan yang tersedia
Administrasi Keuangan Perangkat Dagrah Indeks Pelayanan I 350rang / 14 181974569900 | 35orang/ 1.840.745.609,00 35orang / 14 1.851.754 899,00 35.0rang / 14 1.820.045.698,00 35 0ang / 14 1.915.767.811,00
Administrasl Keuangan Bulan 14 Bulan Bulan Bulan Bulan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan | 3orang /14 1.800.745.699,00 35 orang/ 1.821.745.699,00 350rang [ 14 1.832.754.899,00 35orang 1 14 1.800.045.699,00 350rang /14 1.895,787.811,00
Tunjangan ASN Bulan 14 Bulan Bulan Bulan Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tersedianya Administrasi 3,00 3,000.000,00 3,00 3,000.000,00 3,00 3.000.000,00 3,00 3,000.000,00 3,00 3.000.000,00
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMOUTCOMEKEGIATANSUB A vy M€ | BasELINE 2024 T e o S — KETERANGAN
KEGIATAN/OUTPUT
TARGET PAEU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4.100.000.000,00 4,180.360.000,00 4.297.410.080,00 4.460.711.650,00 460363442800
Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya 3,00 2500.000,00 3,00 2.500.000,00 3,00 2.500.000,00 3,00 3.000.000.00 3,00 3.000.000,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan Verifikasi
Seluruh Bahan
Pertanggungjawaban
Pengelcla Keuangan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Terlaksananya Akuntansi 1,00 2500.000,00 1,00 2.500.000,00 1,00 2.500.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00
SKPD Keuangan Perangkal Daerah
sesuai Regulasi yang Beraku
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
Parangkal Daerah {Laporan
Keuangan Tahun n)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tersedianya bahan 12,00 4,000.000,00 12,00 4,000.000,00 12,00 4.000.000,00 12,00 4,000.000,00 12,00 4.000.000,00
Tanggapan Pemeriksaan fanggapan Pemerikasa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Terlaksananya Pelaporan 12,00 5.000.000,00 12,00 5.000.000,00 12,00 5.000.000,00 12,00 5.000.000,00 12,00 5,000.000,00
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kegiatan Bulanan dan
SKPD Semester
Administrasi Barang Milik Daersh pada Indeks Pelaksanaan 1,00 18.500.000,00 1,00 20.500.000,00 1,00 20.500.000,00 1,00 24.000.000,00 1.00 24,000.000,00
Perangkat Dasrah Administrasi Barang Millk
Daerah pada Perangkat
Daerah
usunan Perencanaan Kebutuhan Tersedianya Dokumen 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5,000.000,00 1,00 5.000.000,00
Barang Milik Daerah SKPD Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan 1.00 2,500.000,00 1.dok 2.500,000,00 1.00 2.500.000,00 1,00 3.000.000,00 1,00 3.000.000,00
Barang Milik Daersh SKPD
Koordinasi dan Penilalan Barang Milik Terlaksananya Penilaian 100 3.000.000,00 1,00 3.500.000,00 1,00 3500.000,00 1,00 4.500.000,00 1,00 4.500.000,00
Daerah SKPD Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya Pembinaan, 2,00 2.500.000,00 200 2.500.000,00 200 2.500.000,00 2,00 2.500.000,00 200 2500.000,00
Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasan dan
Pengandalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Terlgksananya Administrasi | 2,00 2.500.000,00 1,00 3500.000,00 1,00 3500.000,00 1,00 4.500.000,00 1,00 4500.000,00
Barang Milik Daerah pada SKPD Pengelolaan Aset secara Baik
dan Benar
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Terlaksananya 200 3.000.000,00 1,00 3,500.000,00 100 3.500.000,00 1.00 4.500.000,00 1,00 4.500.000,00
SKPD Penatausahaan Aset secara
Baik dan Benar
Administras| Kepegawaian Perangkal Darah Indeks Pelayanan 11.500.000,00 61.600.000,00 £1500.000,00 £1.500.000,00 £1.500.000,00
Administrasi Kepegawaian
Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMOUTCOMEKEGIATANISUB N etaur " ME | BASELINE 2024 e - — —
KEGIATAN/OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297.410.080,00 4.460.711,650,00 460363442800
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Aribut Tersedianya Pakaian Dinas 0 0 1 Paket 50.000.000,00 1 Paket 50.000.000,00 1 Paket 50.000.000,00 1 Paket 50.000.000,00
kelengkapannya ASN
Pendataan dan Pengelahan Administrasi Terlaksananya Pengelolaan 1,00 6.000.000,00 1,00 6.000.000,00 1,00 6.000.000,00 1,00 £.000.000,00 1.00 £.000.000,00
Kepegawaian Data Kepegawaian secara
Baik
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Terlaksananya Monitoring, 1,00 500000000 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00
Pegawal Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Pegawal
Sosialisasl Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Soslalisasi 2,00 500.000,00 2,00 500.000,00 200 500.000,00 200 500.000,00 2,00 500.000,00
Peraturan Perundang-
Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Pelayanan 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 128.000.000,00 12 138.500.000,00 12 138.500.000,00
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Kompenen 5,00 3.000.000,00 5,00 3.000.000,00 5,00 3.000.000,00 5,00 3.500.000,00 5,00 3.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralafan dan 1,00 10.000.000,00 1,00 10.000.000,00 1,00 10.000.000,00 1.00 15.000.000,00 1,00 15.000.000,00
Kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan 0 0 1 pkel 0 0 1 pket 0 0 0
Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik 10,00 5.000.000,00 10,00 5.000,000,00 10,00 5.000.000,00 10,00 5.000.000,00 10,00 5.000.000,00
Kantor (Kertas)
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00
daan dan Penggandaan -
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan 36,00 30.000.000,00 36,00 30.000.000,00 36,00 30.000.000,00 36,00 30.000.000,00 3,00 30.000.000,00
Minum Tamu
Rapat Keordinasi dan Terlaksananya 1,00 75.000.000,00 1.00 75.000.000,00 1,00 75.000.000,00 1,00 80.000.000,00 1,00 £0.000.000,00
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapal
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD o
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Indeks Pengadaan Barang 1 paket 442.754 301,00 1 paket 410.000.000,00 1 pakel 415.000.000,00 1 paket 447 000.000.00 1 paket 447,000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Kendaraan Perorangan Dinas Tersedianya Kendaraan 1 Unit 30.000.000,00 1 Unit 30.000,000,00 30.000.000,00 1 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 5,00 25.000.000,00 5 50.000,000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralalan dan 5,00 5.000.000,00 5 5.000.000,00 ] 5.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00
Mesin Lainnya
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMIOUTCOMEKEGIATAN'SUB INDIKATOR OUTCOME | masELNE 2024 = = - o e
KEGIATAN/OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGE’ PAGU
urusan sosiAl 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4,267 410.080,00 4.460.711.650,00 4.603.634.428,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Tersedianya Gedung Kantor 1,00 350.000.000,00 1 250.000.000,00 1 255.000.000,00 1 300.000.000,00 1 300.000.000,00
Lainnya atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tersedianya Sarana dan 1unit 30.754.301,00 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 50.000.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Pendukung
Gedung Kanlor atau
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan 1,00 2.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2,000.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Pendukung
Lainnya Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Indeks Penyediaan Jasa 12,00 48.000.000,00 12,00 49,654.301,00 12,00 61.654.301,00 12,00 48.000.000,00 12,00 48.000.000,00
Pemerintahan Daarah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Teraksananya Penyediaan 12,00 1.000.000,00 12,00 1.000.000,00 12,00 1.000.000,00 12,00 1.000.000,00 1200 1.000.000,00
Jasa Sural Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya Jasa 1,00 12.000.000,00 1,00 13.654.301,00 1,00 15.664,301,00 1,00 12.000.000,00 1,00 12.000.000,00
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Jase 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 10.000.000,00 1,00 5.000.000,00 1,00 5.000.000,00
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 35.000.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Indeks Pemeliharaan 12,00 265.000.000,00 275.000.000,00 325.000,000,00 432.895.041,00 432.895.041,00
Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milim Daerah pada
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa 1,00 25.000.000,00 1,00 30.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00 1,00 25.000.000,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Biaya
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Penyediaan 5,00 30.000.000,00 5,00 30.000.000,00 5,00 30.000.000,00 500 30.000.000,00 5,00 30,000.000,00
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jasa Pemeliharaan, Biays
Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan, Pajak, dan
Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terleksananya Pemeliharaan 6,00 10.000.000,00 6,00 15.000.000,00 6,00 10.000.000,00 6,00 10.000.000,00 6,00 10.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lalnnya
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
IATANSUB N ouy COME | gASELINE 2024 o = — T
KEGIATAN/QUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAl 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297.410.080,00 4.460.711.650,00 4.603.634.428,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Tertaksananya 1,00 50.000.000,00 1,00 50.000,000,00 1,00 60.000.000,00 1,00 50.000.0—00.00 1.00 50.000.000,00
dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Teraksananya 1,00 100.000.000,00 1.00 100.000.000,00 150.000.000,00 1,00 167.895.041,00 1 167.805.041,00
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Lainnya Sarana dan Prasarana
Gadung Kantor atau
Bangunan Lainnya :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlgksananya 1 5§0.000.000,00 1,00 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1,00 150.000.000,00 1 150.000.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Pemeliharaan/Rehabilitast
Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber 100 % 50.000.000,00 100 % 50.980.000,00 100 % 52.407 440,00 100 % 54.398.922,00 100 % 56.139.687,00
Kasejahteraan Sosial yang
diberdayakan
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Terlaksananya 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 27,407 440,00 1 29398.922.00 1 31.139.687,00
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Jumkah lembaga 1 1 1 2407.440,00 1 4,398.922,00 1 6.139.687,00
Soslal Masyarakat Kewenangan Kesejaleraan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumiah Keluarga yang 100 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000.00 1 10.000.000,00
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumiah Lembaga 100 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Soslal yang
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
bangan Potensi Sumber 1 15.000.000,00 1 15.980.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Kesejahleraan Sosial Daerah di
Fasilitasi Pengembangan Potens| Sumber Jumiah Keluarga Miskin dan 1 15.000.000,00 1 15.980.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00
Kesejahteraan SosialDaerah di Rentan yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMOUTCOMEKEGIATAN/SUB A ooy " | easeuNe 204 - = = o o KETERANGAN
KEGIATAN/OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297 410.080,00 4.460.711.650,00 4603.634 428,00
Pendataan, Verifikasi, dan Validasl Lembaga Jumlah Lembaga yang 100 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00 15 10.000.000,00
Kesejahteraan Sosial Daerah Terdata, Terverifikasi, dan
Kabupaten/Kota Tervalidasi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Persentase keluarga miskin 100 % 150.000.000,00 100 % 152.940.000,00 100 % 157.222.320,00 100 % 163.196.768,00 100 % 168.419.064,00
SOSIAL yang memperoleh
perlindungan dan layanan
jaminan sosial
Pengelclaan Data Fakir Miskin Cakupan Terlaksananya Pengelolaan 1500 150.000.000,00 1500 152.940.000,00 1500 157.222.320,00 1500 163.196.768,00 1500 168.419.064,00
Daerah Kabupaten/Kota Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota =
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Terlaksananya Pendataan 100 1 25.000,000,00 1 27.940.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000,000,00 1 30.000.000,00
Kabupaten/Kota Falkir Miskin
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Terlaksananya Pengelolaan 1500 25,000.000,00 1500 25.000.000,00 1500 25.222.320,00 1500 25.196.768,00 1500 30.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota Data Fakir Miskin Cakupan
Daersh Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Terpenuhinya Penerima 400 50.000.000,00 400 50.000.000,00 400 50.000.000,00 400 55.000.000,00 400 55.419.064,00
Keluarga Manfaal (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kola
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Jumiah Orang Mendapatkan 20org 50.000.000,00 200rg 50.000.000,00 20rg 52.000.000,00 20rg 53,000.000,00 200rg 53.000.000,00
Masyarakat Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
Kewsnangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA Persentase Warga Negara 100 % 50.000.000,00 100 % 50.980.000,00 100 % 52.407.440,00 100 % 54.398.922,00 100 % 56.319.687,00
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Migran Korban Tindak
Kekerasan yang
mendapatkan Penanganan
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Terlaksananya Pemulangan 30 50.000.000.00 50.980.000,00 40 52.407.440,00 40 54,398.822,00 40 56.319.687,00
Tindak Kekerasan dani Titik Debarkasi di Negara
Daerah Kabupaten/ola untuk dipulangkan ke | Korban Tindak Kekerasan
DesarKelurahan Asal dari Titik Debarkasi di
Daerah Kabupaten/Kota
untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal -
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Terlaksananya fasilitasi 100 0 50.000.000,00 0 50.980.000,00 40 52.407 440,00 40 54.398.922,00 50 56.319.667,00
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Pemulangan Warga Negara
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Migran Korban Tindak
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk
diputangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMIOUTCOME/KEGIATAN/SUB INDIKATOR U OME | BASELINE 2024 — o = -~ = KETERANGAN
KEGIATAN/QUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urisan sosiAL 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297.410.080,00 4.460.711.650,00 4.603.634.428,00
s s e e . o
PROGRAM REHABILITAS! SOSIAL Persentase penyandang 100 % 750.000.000,00 100 % 764.700.000,00 100 % 786.111.600,00 100 % 815.983.840,00 100 % 842.095.322,00
disabilitas terlantar, anak
torlantar, lanjut usia
terlantar dan tuna sosial
(gelandangan dan
pengemis) yang terpenuhi
kebutuhan dasamya di luar
panti (SPM
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang persentase PPKS 100 % 399.000.000,00 100 % 413,700.000,00 100 % 403.700.000,00 100 % 420,983.840,00 100 % 454.000.000,00
Disabilitas Terantar, Anak Teriantar, Lanjut (Disabilitas Terlantar, Anak
Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Terlantar, Lanjut Usia
Luar Panti Sosial Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis)
yang mendapat pelayanan
sosial
Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan 50 75.000.000,00 55 75.000.000,00 €0 75.000.000,00 65 75.983.840,00 70,00 85.000.000,00
Parmakanan Par Orang
Sesual dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kata
Penyedizan Sandang Tersedianya Pakaian dan 30 55.000.000,00 35 55.000.000,00 40 50.000.000,00 45 60.000.000,00 50 70.000.000,00
Kalengkapan Lainnya dalam
1
Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang 14 org 50.000.000,00 17 55,000.000,00 19 50.000.000,00 2 5).000.000,00 23 55.000.000,00
Mendapatkan Alat Bantu dan
Alat Bantu Peraga Sesual
Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terlaksananya Pelayanan 5org 15.000,000,00 10 kall 20.000.000,00 15 kali 20.000.000,00 20 kali 25.000,000,00 25 30.000.000,00
Reunifikasi bagi keluarga
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Terlaksannya Bimbingan 90 org 25.000,000,00 90 org 25.000.000,00 90 org 25.000.000,00 90org 25.000.000,00 90 org 30.000.000,00
Spiritual, dan Sosial Figik, Mental, Spiritual, dan
Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Terlaksananya Bimbingan 90 org 25.000.000,00 90 org 25.000.000,00 90 org 25.000.000,00 90 org 25.000.000,00 90org 30.000.000,00
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, sosial bagi Keluarga
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Disabilitas
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelmﬂap_gan PGWiS dan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Terpenurﬁn;ra Orang yang 10 9.000.000,00 10 9.000.000,00 10 9.000.000,00 10 10.000.000,00 10 10.000.000,00
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Membutuhkan Pembuatan
Nikah, dan Kartu identitas Anak Dokumen Kependudukan
bagi
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BIDANG URUSAN

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR QUTCOME
PROGRAMIOUTCOME/KEGIATAN/SUB BASELINE 2024 KETERANGAN
KEGIATAN/OUTPUT IuTpuT 0% 2021 2028 229 2090
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4.100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.297.410.080,00 4.460.711.650,00 4603.634.428,00
Penyandang Disabilitas
Teranlar, Anak Terantar,
Lanjut Usia Terantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan | Tersedianya Akses kelyanan 2 10.000.000,00 10 14.700.000,00 10 14.700.000,00 10 15.000.000,00 10 15.000.000,00
dan Kesehatan Dasar pendidikan dan Kesehalan
Dasar
Pemberlan Layanan Data dan Pengaduan Tersedianya Pamberian 60 10.000.000,00 60 10.000.000,00 60 10.000.000,00 ] 10.000.000,00 120 15.000.000,00
layanan Dala dan pengaduan
Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Gorg 50.000.000,00 Gorg 50.000.000,00 Gorg 50,000.000,00 Borg 50.000.000,00 Gorg 50.000.000,00
Layanan Kedaruratan
Pemberian Pelayanan Penelusuran Terlaksananya Pemberian Borg 25.000.000,00 Borg 25.000.000,00 8o 25.000.000,00 Borg 25.000.000,00 8o 25.000.000,00
Keluarga Pelayanan penelusuran
keluarga
Pemberian Layanan Rujukan Tersedianya layanan Rujukan 2o 50.000.000,00 2org 50.000.000,00 20mg 50.000.000,00 20r 50.000.000,00 20m 54,000.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah persentase PMKS Lainnya 100 % 351.000.000,00 100 % 351.000.000,00 100 % 382.411.600,00 100 % 395.000.000,00 100 % 373.095.322,00
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Bukan Korban HIVIAIDS
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti dan NAPZA lainnya yang
Sosial pelayanan sosial
di luar panti sosial
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pembefian 60 5,000.000,00 60 5.000.000,00 60 5.000.000,00 60 5.000.000,00 120 6.000.000,00
Layanan Data dan
Pengaduan
Pemberian Layanan Kedaruratan Terleksananya Layanan Borg 50.000.000,00 Gorg 50.000.000,00 6org 50.000.000,00 Gorg 55.000.000,00 6omg 55.000.000,00
Kedaruratan
Penyediaan Permakanan Tersedianya permakanan 80org 50.000.000,00 80org 50.000.000,00 80 org 50.000.000,00 80org 50.000.000,00 B0org 50.000.000,00
Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang 200rg 30.000.000,00 2 30.000.000,00 % 50.000.000,00 30 40.000.000,00 3 40.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu Tersedianya alat bantu 4org 30.000.000,00 Borg 30.000.000,00 120rg 30.000.000,00 16 org 30.000.000,00 200rg 30.000.000,00
Penyadiaan Perbekalan Kesehatan di Luar Tersedianya Perbekalan 400rg 50.000.000,00 400rg 50.000.000,00 40 org 50.000.000,00 40 org 50.000.000,00 40 org 50.000.000,00
Panti Kesehatan di Luar Panti
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Terselenggarannya 50 org 20.000,000,00 50 org 20.000.000,00 50 org 20.000.000,00 50 0rg 20.000.000,00 50arg 20.000.000,00
Spiritual, dan Sosial Bimbingan Fisik , Mental,
Spiritual, dan Sosial
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMIOUTCOMEKEGIATANISUB o COME | BASELINE 2024 P — = o r—
KEGIATAN/QUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4,100.000.000,00 4.180.360.000,00 4.257.410.080,00 4.460.711.650,00 4603.634.428,00
Pemberian Bimbingan Soslal kepada Terselenggaranya Bimbingan Nomg 50.000.000,00 30org 50.000.000,00 Werg 50.000.000,00 I org 50.000.000,00 300rg 50.000.000,00
Keluarga Penyandang Masalah Sosial kepada Keluarga
an Sosial (PMKS) Lainnya Penyandang Masalah
Bukan Korban HIVIAIDS dan NAPZA Kesajahteraan Soslal (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Terpenuhinya Pembuatan 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5,000.000,00
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nomor Induk Kependudukan,
Nikah, dan Kartu Identitas Anak Akta Kelahiran, Sural Nikah,
dan Kartu Identilas Anak
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Tersedianya Akses ke 2 1.000.000,00 10 1,000.000,00 10 4.411.500,00 10 5.000.000,00 10 £.000.000,00
dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran Terselenggaranya Pelayanan Borg 10.000.000,00 8o 10.000.000,00 Borg 10.000.000,00 Bog 10.000.000,00 Borg 10.000.000,00
Keluarga Penelusuran Keluarga
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terselanggaranya Pelayanan 509 26.000.000,00 10 kal 25.000.000,00 15 kali 25.000.000,00 20 kal 25.000.000,00 25 300.000,00
Reunifikasi Keluarga
Pemberian Layanan Rujukan Tersedianya Layanan 2019 25.000.000,00 2o 25.000.000,00 20m 33.000.000,00 20m 50.000.000,00 2o0rg 50.000.000,00
Rujukan
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksananya Kerjasama 1.795.322,00
dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial antar Lembaga dan
Kabupaten/Kota Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Kabupaten/Kota -
PROGRAM PENANGANAN BENCANA persentase korban bencana 100 % 300.000.000,00 100 % 305.880.000,00 100 % 314.444.640,00 100 % 326.393.536,00 100 % 336.838.126,00
pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
perfindungan dan jaminan
sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Persentase Perlindungan 100 % 205.000.000,00 100 % 205.000.000,00 100 % 214.000.000,00 100 % 225.000.000,00 100 % 230.000.000,00
Sosial /Kota Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial
Penyediaan Makanan Tersedianya Permakanan 80 orang 75.000.000,00 100 arang 75.000.000,00 150 orang 75.000.000,00 200 orang 75.000.000,00 200 orang 75.000.000,00
Penyediaan Sandang Tersedianya Sandang 80 orang 50.000,000,00 100 orang 50.000.000,00 150 orang 54.000.000,00 200 orang 55,000.000,00 200 orang 55.000.000,00
Penyediaan Tempat Penampungan Tersadianya Tempat 80 orang 30.000.000,00 100 orang 30.000.000,00 150 orang 30.000.000,00 200 orang 35.000.000,00 200 orang 35.000.000,00
Pengungsi Penampungan Pengungsi
Penanganan Khusus bagl Kelompok Rentan Terlaksananya Penanagan 80 orang 50.000.000,00 100 orang 50.000.000,00 150 orang 55.000.000,00 200 orang 60.000.000,00 200 orang 65.000.000,00
khusus bagi kelompak
Rentan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN
PROGRAMOUTCOMEKKEGIATAN/SUB INDIKATOR QUTCOME | BASELINE 2024 o - o = ) KETERANGAN
KEGIATAN/OUTPUT
TARGE PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
urusan sosiAL 4,100.000,000,00 4.150.350‘8-(()0,00 4.297.410.080,00 4.460.711.650,00 4.603.634.428,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Terlaksananya Kampung 1 95.000.000,00 1 100.880.000,00 1 100.444.640,00 1 101,393.536,00 1 106.838.129,00
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan yang
Bencana Kabupaten/Kota Melaksanakan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/olaa
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan terlaksananya Koordinasi, 6 Desa 20.000.000,00 6 Desa 25.000.000,00 6 Dasa 25.000.000,00 6 Desa 25,000.000,00 6 Desa 25.000.000,00
Kampung Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumiah Taruna Siaga 52 Anggota 25.000.000,00 52 Anggota 25.880.000,00 52 Anggota 26.444.840,00 52 Anggola 26.393.536,00 52 Anggota 30.838.129,00
Taruna Siaga Bencana Bencana yang berkualitas
dan berkompetensi dalam
penaganan bencana
Penyelenggaraan aan Terlaksananya 52 Anggola 50.000.000,00 52 Anggola 50.000.000,00 52 Anggola 50.000.000,00 52 Anggota 50.000.000,00 52 Anggola 51.000.000,00
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Pamberdayaan Masyarakat
Bencana Kabupaten/Kota terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 100 % 50.000.000,00 100 % 50.980.000,00 100 % 52.407.440,00 100 % 54.398.922,00 100 % 56.139.687,00
PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pah Terlak ya Rehabilitasi 17 50.000.000,00 17 50.880.000,00 17 52.407 440,00 17 54.368 922,00 17 56.139.687,00
Nasional Kabupalen/Kota serta Pemellharaan Sarana
dan Prasarana Taman
Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan P, Taman Terlaksananya Pemeliharaan 12 40.000.000,00 12 tmp 10.980.000,00 12 tmp 12.407 440,00 12 tmp 14.398.922,00 12tmp 16.139.687,00
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Makam yang 1 10.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00
Nasional Kabupaten/Kota Terpenuhi Pemaliharannya
pada Taman Makam
Pahlawan Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

Membangun Kabupaten Ende melalui
peningkatan kualitas perlindungan
kepada masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga,mengurangi Kemiskinan dan
Meningkatkan Kualitas Hidup Secara

keseluruhan

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan
Sub kegiatan sbb :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan  Sosial ~ Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan ~ Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan
Ekonomi

- Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial dengan
sub kegiatan sbb:
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber
Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan
Asal dengan sub Kegiatan sbb :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
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PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

Membangun Kabupaten Ende melalui
peningkatan kualitas perlindungan
kepada masyarakat

Tderwujudnya Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga,mengurangi Kemiskinan dan
Meningkatkan Kualitas Hidup Secara

keseluruhan

Kegiatan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak

Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dengan sub Kegiatan

shb :

- Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial dengan sub Kegiatan sbb :

-Penyediaan Permakanan

-Penyediaan Sandang

-Penyediaan Alat Bantu

-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

-Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
-Pemberian  Bimbingan  Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
-Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

-Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

-Pemberian Layanan Kedaruratan

-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

-Pemberian Layanan Rujukan
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|

No.

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

Membangun Kabupaten Ende melalui
peningkatan kualitas perlindungan
kepada masyarakat

Tderwujudnya Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga,mengurangi Kemiskinan dan
Meningkatkan Kualitas Hidup Secara

keseluruhan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIVIAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub
Kegiatan sbb :

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Pemberian Layanan Kedaruratan

Penyediaan Permakanan

-Penyediaan Sandang

-Penyediaan Alat Bantu

-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

-Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
-Pemberian  Bimbingan  Sosial  kepada Keluarga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
-Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

-Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

-Pemberian Layanan Kedaruratan

-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

-Pemberian Layanan Rujukan

-Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan
sub Kegiatan sbb :

-Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

-Rujukan Anak-Anak Terlantar

-Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
Terlantar
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No.

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

Membangun Kabupaten Ende melalui
peningkatan kualitas perlindungan
kepada masyarakat

Tderwujudnya Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga,mengurangi Kemiskinan dan
Meningkatkan Kualitas Hidup Secara

keseluruhan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kotadengan sub Kegiatan sbb :
-Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

-Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
-Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
dan Sosial Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb :
-Penyediaan Makanan

-Penyediaan Sandang

-Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
-Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

-Pelayanan Dukungan Psikososial

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sub
Kegiatan sbb :

-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana

-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sub
Kegiatan sbb :

-Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana




Renstra Dinsos Kab. Ende

2025-2029

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KETERANGAN

Membangun Kabupaten Ende melalui
peningkatan kualitas perlindungan
kepada masyarakat

Tderwujudnya Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan
Meningkatkan Kualitas Hidup Secara
keseluruhan

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb :
-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

-Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

-Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
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4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UMUM PERANGKAT DAERAH

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

No. SRUCATOR SATUAN 2026 : o | 2028 2029 2030
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 | Nilai AKIP Dinsos B B 3.644.694.685,80 B 3.759.784.964 46 B 3.879.286.670,95 B 4.003.393.725,19 B 4.132.309.775,22
2 | Persentase PPKS yang tertangani % 42,77 1.763.872.210 4312 1.863.490.013 4347 1.877.404 431 43,82 1.937.466.797 44,17 1.999.856.480
Persentase PPKS yang
diberdayakan % 64,59 42.574.757 72,37 43.919.161 80,16 45.919.161 87,94 45.315.096 95,72 48.270.733
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tshun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Oucome Dinas Sosial Kabupaten Ende
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
No. INDIKATOR SATUAN 2026 2027 | 2028 2029 2030
TARGET TARGET | TARGET TARGET TARGET
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan 0
pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (indikator SPM) % 100 100 100 100 100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan 0
2 setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100




Lampiran Tabel 42 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN GASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR PROGRAMKEGIATANISUB | KET
RPJMD YANG RELEVAN KEGIATAN
=
Perfindungan Sosial yang Bersih, Akuntabel, | Perkantoran Perangkat Daerah goaran dan Evaluasi | PEMERINTAHAN
usif dan Efisien secara efektif dan efisien selama Perangkat Daerah
1 tahun
s =
Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan |Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perencanaan Perangkat
Perangkat Daarah Perangkat Dasrsh Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Jumiah Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan |
jdan dan | Dokumen RKA-SKPD
Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumiah Dokumen Perubahan | Koordinasl dan Penyusunan
RKASKPD dan Laporan Hasil | Dokumen Perubahan RIA-
Koordinasi SKPD
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Panyusunan Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD | |
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Jumiah Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan
dan dan |DPA-SKPD !
Laporan Hasil Koordinasi Laparan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
. S e — - o T e ———
Tersedianya Dokumen Jumiah Dokumen Perubahan | Koordinasi dan Penyusunan
PerubahanDPA-SKPD dan Laporan DPASKPD dan Laporan Hasil | Perubahan DPA-SKPD
Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-
SKPD B !
Tersedianya Laporan Capaian Jumiah Laporan Capaian | Koordinasi dan Penyusunan
Kinerja Kinefja dan | Laporan Capaian Kinerja dan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |Ikhtisar Realisas! Kinerja SKPD | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan
dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan Laporan Capaian |
Kineria Kinefia I
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
[ PRPD . Hi— L Ia—
Teriaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi |Evaluasi Kinerja Perangkal |
Perangkat Daerah Perangkat Daerah [escah
AR ioms T e ———
Keuangan Perangkat Dagrah  Perangkat Dagrah |
: i
Tersedianya Gaj dan Tunjangan Jumiah Orang yang Menerima | Penyediaan Gaj dan =
ASN dan Tunjangan ASN { Tunjangan ASN |
- — - e e e - L e————
Tersedianya Administrasi Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi |
Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN |
Pelaksanaan Tugas ASN |Administrasi Pelaksanaan ]
Al
Tugas ASN —t
Teraksananya Penatausahaan dan LJumiah Dokumen |Peiaksanaan Penatausahaan
Pengujian/Varifikasi Keuangan dan Pengujian/Verfikasi dan Pengufan/Veritkasi
Kevangan Kevangan SKFD
SKPD
Teraksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen Koordinasi | Koordinasi dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Akuniansi SKPD P Akuntansi SkPp | AKuntans! SKPD ;
Tersedianya Laporan Keuangan Jumian Laporan Keuangan | Koordinasi dan Penyusunan |
Akhir Akhir Laporan Keuangan Akhir |
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasil | Tahun SKPD |
|Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan
|
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD |
- - - S - —— _ - e o
 Tersedianya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan Pengelolaan dan Penyiapan |
Tanggapan Bahan Tanggapan |
Tanggapan Pemeriksaan dan Pemerksaan dan Tindak Lanjul  Pemeriksaan ]
Tindak |
Lanjut Pemenksaan Pemerksaan |
= - - e T  — B ——
{Tarsedianya Laporan Keuangan LJumiah Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan |
|Butanan/ | Laporan Keuangan ‘
Bulanan/Triwulanan/Semesteran  Triwulanan/ Semesteran SKPD Buimanﬂ'rivuﬂanaNSemestami
SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi ASKED |
[Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan !
Bulanan/Triwulanan/Semesteran JBulanan/Triwulanan/Semesteran |
SKPD SKPD |
indeks Pelaksanaan Administrasi I
Barang Milik Daerah pada |
ersed 'a;ryé Rencana Kebutuhan Jumiah Rencana Kebutuhan | Penyusunan Perencanaan T 1
Barang Kebutuhan Barang Milik l
Barang Milik Dasrah SKPD Milik Daerah SKPD Daerah SKPD |
- —— — - - - — e  —




Ters

anye Koodiasidan

i Kepegawaian __|
| Koordinasi dan Pelaksanaan |
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Teraksananya Pengamanan Jumiah Dokumen Pangamanan |Pengamanan Barang Millk
Barang :Daerah SKPD |
IMilik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD 1
e —— e e I o SE—
Tersedianya Laporan Hasil Jumiah Laporan Hasil Penilaian | Koordinasi dan Penilaian |
Penfiaian |Barang Milik Daerah SKPD |
|Barang Milik Daerah dan Hasil Barang Milik Daerah dan Hasil !
[Koordinasi Penilaian Barang Miik |Koordinasi Penilaian Barang
Daerah SKPD Dasrah SKPD |
Teriaksananya Pembinaan, Jumiah Laporan Hasi 'Pembinaan, Pengawasan dan |
Pengawasan, dan Pengendalian Pengawasan, dan Pengendalian P“”gan‘;:z:’"s'f;;g Mk |
|Barang Milik Daerah pada SKPD |Barang Milik Daerah pada
Toraksananya Rekonsikiasi dan lumiah Laporan Rekonsiiasi | Rekonsiiasi dan Penyusunan |
Penyusunan Laporan Barang Miik Penyusunan Laporan Barang ;:“‘:‘KPE‘;”“Q Miii Daerah
\pada
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD |
i MR E— E——
Terlaksananya Penalausahaan Jumiah Laporan Penatausahaan| Penatausahaan Barang Mi
arang Milik Daerah pada SKPD Barang Miik Daerahpada | D22f2h pada SKPD |
S —— s —— i eepm— T ————— st e p—
Terlaksananya Pemanfaatan | Jumiah Dokumen Hasil {Pemantaatan Barang Milk
Barang | Pemanfaatan | Daerah pada SKPD
Milik Daerah SKPD JBamng Milik Daerah SKPD |
- o e ey ‘ |
fepegawalan Perangicat Dasrah Adminletrasl Kepagawaian e
Tersedianya mesin absensi Tersedianya mesin absensi | Peningkatan Sarana dan
= . {Prasarana Disipin Pegawai _|_|
Tersedianya Pakalan Dinas ASN | Tersedianya Pakaian Dinas }Pengadam Pakaian Dinas !
ASN i
Tedaksananya Pengelolaan Data Teriaksananya Pengelolaan | ‘

Pelaksanaan Sistem Informasi |Sistem K i
Kepeg —— Kepegawaian S—— o
Monitoring, Evaluasi Terlaksananya Monitoring, 1 Monitoring, Evaluasi dan |
Jdan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi dan Penilaian Kinerja | Penilaian Kinerja Pegawal
s Pegawal | Sl I— |
Tertaksananya Pemulangan Terlaksananya Pemuiangan | Pemulangan Pegawal yang |
Pegawal yang Pensiun ___ Pegawaiyang Pensiun _____ {Pensun e —
Tedaksananya Pemulangan Terlaksananya Pemulangan ~  Pemulangan Pegawai yang
Pegawai yang Meninggal dalam Pegawai yang Meninggal daiam | Meninggal dalam
JMelaksanakan Tugas _ |Melaksanakan Tugas
Teraksananya Pemindahan ' Pemindahan Tugas ASN
Terlaksananya Dikiat Tusi Pegawai Teraksananya Diklat Tusi |Pendidikan dan Pelathan
P —— JPegawal _|Pegawai Berdasarkan Tugas |
Tarlaksananya Sosialisasi Ter a Sosiali 'Sosialisasi Paraturan
Peraturan Parundang-Undangan Poraturen Peundang- _____|Penundang-Undangan | [ —
Tertaksananya Bimbingan Teknis Tertaksananya Bimbingan 'Bimbingan Teknis
implementasi Peraturan Teknis Implementasi Peraturan | i Peraturan
Peundangan Perundangan __ _{Perundang-Undangan _  EEE——
lindeks Pelayanan Administrasi Indeks Pelayanan Administrasi Umum
Umum Perangkat Daerah Administras! Umum Perangkat Pecangicat Dasrah —e
| Tersedianya Komponen Instalasi Jumiah Paket Komponen | Penyediaan Komponen
Listrik/Pgnarangan Bangunan ListriPenerangan Bangunan | nstalasi ListrikPanarangan
Kantor Kantor Bangunan Kanlor
yang Disediakan i
— i —— 4 — o —
Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor | Pedengkapan Kantor yang Perlengiapan Kantor
Disediakan i
Tersedianya Peralatan Rumah Jumian Paket Peralatan Rumah | Penyediaan Peralalan Rumah |
Tangga Tangga yang Disediakan [Tanoga |
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik | Penyediaan Banan Logistk =
|Kantor | Kantor
yang Disediakan |
Tarsadianya Barang Cetakan dan  Jumiah Paket Barang Cetakan | Ponyediaan Barang Cetakan |
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan |91 Penggandaan ‘
i e— — - S — S
ersedianya Bahan Bacaan dan lJumiah Dokumen Bahan | Penyediaan Bahan Bacaan |
Peraturan Perundang-undangan |Bacaan dan Peraturan \dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan yang Lunda
Tersedianya Bahan/Material [Jumiah Paket Bahan/Materal |Penyediaan Bahan/Material
Disediakan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan [Jumiah Laporan Fasilitasi Fastlitast Kunjungan Tamu
[ Tamu Kunjungan Tamu
| Terlaksananya Penyelenggaraan Jumiah Laporan 'Fenyelenmmn Rapat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan ‘;;oprglnasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Jumiah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
ATSiD Penatausahaan pada SKPO
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
|Teraksananya Dukungan JJumiah Dokumen Dukungan Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
) ‘ Elektronik pada SKPD
|Berbasis Elektronik pada SKPD IBemass Elektronik pada SKPD
[ndeks Pengadaan Barang Milik [ndeks Pengadaan Barang
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Tersedianya Kendaraan Dinas. umiah Unit Ke
Juabatan Perorangan Perorangan Dinas atau
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Dinas atau Kendaraan Dinas
| Jabatan
yang Disediakan

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Kendaraan

Jumiah Unit Kendaraan Dinas —Pi;engadaan Kendaraan Dinas

Dinas Operasional Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
Disediakan
Tersedianya Mebel Jumiah Paket Mebel yang Pengadaan Mebel
Disediakan
 Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralatan dan Pengadaan Peralatan dan
Lainnya Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnya
| Tersedianya Aset Tetap Lainnya ljumiah Unit Aset Tetap Lainnya |Pengadaan Aset Tetap Lainnyal
yang
Disediakan
Tersedianya Gedung Kantor atau Jumiah Unit Gedung Kantor Pengadaan Gedung Kanlor
|Bangunan Lainnya |Bangunan Lainnya yang atau Bangunan Lainnya
= Disediakan
ersadianya SSarana dan Jumlah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau (Gedung Kantor atau Bangunan |Pr2s3rana Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya ) o Bangunan Lainnya
Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Sarana dan Prasarana LJumiah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Indeks Penyediaan Jasa Penunfang Indeks Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Unisan rusan Pemerintahan Daerah
Terdaksananya Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan  |Penyediaan Jasa Surat
Surat Menyurat |surat Menyurat Menyurat
Tersedianya Jasa Kemunikasi, Jumiah Laporan Penyediaan  |Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik K ikasi, Sumber Daya Alr Sumber Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Jasa Peralatan Jumiah Laporan Penyediaan ﬁnmmn Jasa Peraiatan
dan Periengkapan Kantor |Peralatan dan Periengkapan dan Perfengkapan Kantor
Kantar
yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum [Jumiah Laporan Penyediaan  |Penyediaan Jasa Pelayanan
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Umum Kantor
Disad
Indeks Pemeliharaan Barang ndeks Pemeliharaan Barang [Pemeliharaan Barang Milik
Millm Daerah pada Perangkat Milim Daerah pada Perangkat |Daerah Penunjang Urusan
Daerah Daerah Daerah
Tersedianya Jasa Pemeiiharaan, Jumiah Kendaraan Perorangan [Penyediaan Jasa
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Pemeliharaan, Biaya
Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan |Pemeliharaan dan Pajak
{|Kendaraan Dinas Jabatan yang |Kendaraan Perorangan Dinas
Dipelihara dan dibayarkan atau Kendaraan Dinas Jabatan
pasinya

[Tersedianya Penyediaan Jasa
|Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Jumian Kendaraan Dinas
{Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Blaya
‘Pemeliharaan, Pajak, dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
iantor dan Bangunan Lainnya

Dinas Operasional atau Lapangan Dipelinara dan dibayarkan Pajakl perizinan Kendaraan Dinas
dan Dperasional atau Lapangan
Perizinannya
Teriaksananya Pemeliharaan Mebel [Jumlah Mebel yang Dipefihara  |Pemeliharaan Mebe!
Terlaksananya Pemeliharaan Jumiah Peralatan dan Mesin | Pemeliharaan Peralatan dan
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya Mesin Lainnya
yang Dipelihara
Tarlaksananya lJumiah Gadung Kantor dan rPemlihamanfRah:hiﬁtasi

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabifitasi

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Terlaksananya Jumiah Sarana dan Prasarana |Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung Kanicr atau Bangunan Sarana dan Prasarana ngung
dan Prasarana Gedung Kanlor atau X Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipefihara/Direhabilitasi
Teraksananya Jumiah Sarana dan Prasarana |Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemefiharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang alau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
AYAAN
R
Terlaksananya Kegiatan jumiah Keluarga pada KAT Kegiatan : Pemberdayaan
Pemberdayaan Sosial Komunitas yang Meningkat Kapasitasnya Komunitas Adat
at Terpencil n ten/Kota §Terpencil dengan Sub
Terpenuhinya Keluarga pada KAT Jumiah Keluarga pada KAT Fasilitasi Pemberdayaan Sosial
lyang Mendapatkan Pemberdayaan yang Mendapatkan KAT
Sosial yang terpadu dan Pemberdayaan Sosial yang
jutan g terpadu dan berkelanjutan
Kabupaten/Kota _ Kewenangan Kabupatan/Knta
Terpenuhinya Keluarga pada KAT Jumiah Keluarga pada KAT ~ |Peningkatan Kapasitas
lyang meningkat kapasitasnya yang Meningkat Kapasitasnya  |Pendampingan KAT
Kewenagan Kab/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota




Teraksananya Pengelolaan
Layanan Terpadu Kesejahteraan
Soslal

Terlaksananya Pembinaan Teknis
Sumber Daya Manusia Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Teraksananya Pendataan,
Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi
|Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota

Teraksananya Pendataan,

Verifikasi, dan Vaidasi Lembaga
jafiteraan Soslal Daerah

Kabupaten/Kota.

Teflaksananya Pemberdayaan
Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan
Rentan

Terlaksananya Pengelolaan
Layanan Tempadu Penanggulangan
Kemiskinan

Terlaksananya Pembinaan Teknis
|5umber Daya Manusia Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Ekonomi

Jumiah aduan/keluhan yang
dilayani danvatau ditindaklan|u
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‘erlaksananya Pengumpulan Kegiatan Pengumpulan
Sumbagan dalam Daerah Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten/kota Kabu;
[Teriaksananya Koordinasi dan LJumiah dokumen hasil |Koordinasi dan Sinkronisasi
ink i Penyalenggaran koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Izin Undian
Undian Gratis Berhadiah dan Penyelenggaraan lzin Undian  |Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Pengumpulan Uang atau Barang
FK-M Pangembangan
Potensi Sumber
Sosial Daerah
Meningkainya kapasitas keluarga Jumiah keluarga yang Peningkatan Kemampuan
kewenangan kabupaten/kota Meningkat Kapasitasnya Potensi Sumber Kesejahteraan
Kewenangan Kabupaten/Kota |Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kola
ingkainya Kapasitas Lembaga [Jumiah lembaga Peningkatan K
Kesejal Sosial K g Sosial yang Meningkat Potensi Tenaga Kesejahteraan
Kabupaten/kola Kapasilasnya Kewenangan Sosial Kelembagaan
n/Kola Kewenar aten/Kota
[Meningkatnya Kemampuan Sumber umiah sumber daya manuasia |Peningkaian Kemampuan
Daya Manusia dan Pengtiatan dan lembaga konsulasul Sumber Daya Manusia dan
Lembaga Konsultast Kesejahteraan kesejahteraan Keluarga (LK3) |penguatan Lembaga
Keluarga (LK3) Kewenangan yang mendapatkan peningkatan | Konsuilasi Kesejahteraan
Kabupaten,Kota kapasiias dan fasilitasi dalam [ Sosial Keluarga (LK3)
kasus Kewenangan Kewenangan Kabupalen/Kola
Kabupaten/Koia
Terlaksananya Pemberdayaan Jumiah Potensl Sumber Fasilitasi Pengembangan
Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Kesejahteraan Sosial Daerah | Potensi Sumber Kesejahteraan
Rentan yang Mendapatkan Sosial Dagrah ¢l

KabuElEﬂ!Knta melaiul
Pengelolaan Layanan Terpadu

ti |Kesejahleraan Sosial

Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota yang

Bimbingan Teknis

Liumniah Sumber Daya Manusia |Pembinaan Teknis Sumber

Daya Manusia Sumber
Kesejahteraan Soslal Daerah

Jumiah SDM yang Tendata,
Terverifikasi, dan Tervalidasi

Pendataan, Venfikasi, dan
Validasi Senifikasi Sumber
Daya Kesejahteraan Sosial
Daerah Kal n/Kota

Lembaga
Sosial Daerah

Terverifikasi, dan Tervaiidasi

Jumiah Lembaga yang Terdata, |Pendataan, Verifikasi, dan

Validasi Lembaga

Kese|ahteraan Sosial Daerah

Jumiah Keluarga Miskin dan Fasilitasi Pengembangan
Rentan yang Mendapatkan Potensi Sumber Kesejahteraan
Pemberdayaan Ekonomi Sosial Daerah di
Kabupaten/Kota melalui
Jumiah han yang P lolaan Layanan Terpadu

dilayani dan/atau ditindaklanju

ti |Penanggulangan Kemiskinan

Sumber Kesejahteraan Sosial

L Jumiah Sumber Daya Manusia |Pembinaan Teknis Sumber

Daya Manusia Sumber

Sosial Daerah Kabupaten/Mota [Kesefahteraan Sosial Daerah
yang mendapatkan Bimbingan |Kabupaten/Kota yang

Verffikasi, dan Validasi Lembaga

Terdata, Terverifikasi, dan

Teknis me kan Bimbingan
Lembaga
Kesejahteraan Sosial Daerah
S
Terlaksananya Pendataan, [Jumiah Lembaga yang Pendataan, Verifikasi, dan

Validasi Lambaga

Kesejahteraan Sosial Daerah Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Penanganan
Kekerasan
‘erlaksananya Pemulangan
Negara Migran Korban
Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah
untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan
|Asi
Terfasilitasi Pemulangan Warga Jumiah Warga Negara Migran  |Fasilitasi Pemulangan \'-lrérga
Negara Migran Korban Tindak |Korban Tindak Kekerasan Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Dalam dan Luar Negeri yang  |Kekerasan dani Titk Debarkasi
[Daerah Kabupaten/Kota uniuk diputangkan dari Titi Debarkasi |di Daerah Kabupaten/®ata
dipulangkan ke DesaKelurahan di Daerah Provinsi untuk untuk dipulangkan ke
Asal dipulangkan ke Desa/Kelurahan |Desa/Kelurahan Asal
Asal Kewenangan




NSPK DAN SASARAN
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Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual

Fisik, Mental, Spirtual dan

SASARAN OUTCOME TNDIKATOR PROGRAWKEGIATANISUB
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Fm Layanan Persentase Layanan Layanan Psikososial
Psikososial terhadap Korban Psikososial terhadap Korban |terhadap Korban Tindak
Tindak Kekerasan Dalam dan I Tindak Kekerasan Dalam dan |Kekerasan Dalam dan Luar
[Luar Neger! Luar Negeri Negeri
| Tersedianya Layanan Psikososial Jumiah Korban Tindak Panyediaan Layanan
terhadap Korban Tindak Kekerasan Kekerasan Dalam dan Luar Psikososial terhadap Korban
Dalam dan Luar Negen Negen yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Dalam dan
"[Teriaksananya Rehabilitas Sosial] penyandang REABILITAS]
teriantar, anak
riantar, lanjut usia terlantar
tuna sosial (gelandangan
pengemis) yang
dasamya di luar
(SPM
itasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
erfantar, Anak Terantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Tempenuhinya Kebutuhan Jumiah Orang yang Penyediaan Permakanan
Permakanan Per Orang Sesual Wendapatkan Pemenuhan
dengan Standar Gizi Minimal Kebutuhan Permakanan Sesuai
Kewenangan Kabupaten/Kota idengan Standar Gizi Minimal
JKewenangan Kabupaien/Kota
Tersedianya Pakaian dan LJumiah Orang yang Menerima WPanyedq‘aan Sandang
Kelengkapan Lainnya dalam 1 Pakaian dan Kelengkapan
Tahun Kewgnangan Lainnya yang Tersedia dalam 1
Kabupatan/Kola Tahun Kewenangan
Terpenuhinya Orang yang Ljumiah Orang yang Poenyediaan Alat Bantu
Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Mendapatkan Alat Bantu dan
Bantu Paraga Sesuai Kebutuhan Alat Bantu Peraga Sesuai
IHBDLI!UHBTI Kawanangan
Liumiah Orang yang Pemberian Pelayanan
Mendapatian Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Reuynifikasi Keluarga
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota —
Terlaksananya Pemberian LJumiah Peserta Bimbingan Pamberian Bimbingan Fisik,

Mental, Spiritual, dan Sosial

dan Sosial Kewenangan Sosial Kewsnangan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian Jumiah Peserta Bimbingan Pamberian Bimbingan Sosial
Bimbingan Sosial kepada Keluarga |Sosial kepada Keluarga kepada Kelsarga Penyandang
Penyandang Disabilitas Terlantar, Penyandang Disabilitas Disabilitas Terantar, Anak

Anak Terantar, Lanjut Usia

Tertantar, Anak Teriantar, Lanju

Teriantar, Lanjut Usia Terlantar,)

Terlantar, serta Gelandangan Usia Terlantar, serta serta Gelandangan Pengemis
Pengemis dan Masyarakat Gelandangan Pengemis dan  dan Masyarakat
[Kewenangan Kabupaten/Kota |Masyarakat Kewenangan

Terpenuhinya Orang yang Jumiah Orang yang Fasilitasi Pembuatan Nomor
Membutuhkan Pembuatan Mendapatkan Akses ke Induk Kependudukan, Akta
Dokumen Kependudukan bagi Layanan Pendidikan dan Kelahiran, Surat Nikah, dan
Penyandang Disabililas Tedantar, Kesehatan Dasar Kewenangan |Kartu identitas Anak

Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Gelandangan dan

Kabupaten/Kota

Pengermis Kewenangan
Kabu%m}(nia
Terpenuhinya Orang yang Jumiah Orang yang Pemberian Akses ke Layanan
Mendapatkan Akses ke Layanan |Mendapatkan Layanan Data Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Pengaduan Kewenangan |Dasar
Kewenangan Kabu%nﬂ(ma Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemberian Layanan Jumiah Orang yang FPaTnbenm Layanan Data dan
Data dan Pengaduan Kewenangan Mer Pelayanan Pengaduan
Kabupaten/Kota Kedaruratan Kewenangan
—Eeﬂaksmanya Pemberan Layanan [Jumiah Orang yang Pemberian Layanan
Kedaruratan Kewenangan Mendapatkan Pelayanan |Kedaruratan
Kabupaten/Kota Penelusuran Keluarga
Terpenuhinya Orang yang LJumiah Orang Mendapatkan ~ |Pembenan Pelayanan
Mendapatian Pelayanan Layanan Rujukan Kewenangan |Penelusuran Keluarga
Penelusuran Keluarga Ki | Kabupalen/Kota
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembernian Layanan Jumiah Orang yang Terpenuhi  |Pemberian Layanan Rujukan
Rujukan Kewenangan Kebutuhan Pembuatan
Kabupaten/Kota Dokumen Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas
Tertantar, Anak Terlantar, Lanju
Usia Tertantar, Gelandangan
dan Pengemis Kewenangan
FWM Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
{Lainnya Bukan Korban
HIVIAIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
Teraksananya Pemberian Layanan Llumiah Orang yang [Pemberian Layanan Data dan
Data dan Pengaduan Kewenangan {Mendapatkan Layanan Data  |Pengaduan
Kabupaten/Kota dan Kewenan,




NSPK DAN SASARAN TUJUAN SASARAN QUTCOME oUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KET
RPJMD YANG RELEVAN KEGIATAN
Teraksananya Pemberian Layanan [Jumiah Orang yang Pemberian Layanan
Kedaruratan Kewenangan Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan
Kabupaten/Kota
Termenuhinya Kebutuhan Penyediaan Permakanan
Permakanan Per Orang Sesual Mendapatkan Pemenuhan
dengan Standar Gizi Minimal Kebutuhan Permakanan Sesual
Kewenangan Kabupaten/Kota Jdengan Standar Gizi Minimal
Kgwanangan Kabu /Kota
Tersedianya Pakaian dan | Jumiah orang yang Menerima  |Penyediaan Sandang
Kelengkapan Lainnya dalam 1 pakaian dan kelengkapan
Tahun Kewenangan lainnya yang Tersedla dalam 1
Kabupaten/Kota tahun Kewenangan
Terpenuhinya Orang yang Jumiah Orang yang Penyediaan Alat Bantu
Mendapatian Alat Bantu dan Alat IManaanaman Alat Bantu dan
Baniu Peraga sesual Kebutuhan Alat Bantu Peraga sesuai
Kewenangan Kabupaten/Kota Kebutuhan Kewenangan
Tempenuhinya Orang yang Jumiah Orang yang Penyediaan Parbekaian
Mendapatkan Kebutuhan Mendapatkan Pemenuhan Kesehatan di Luar Panti
Perbekalan Kesehatan di Luar Panti] Kebutuhan Perbekalan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan di Luar Panti
Kewenangan Kabupaten/Kota
Tarlaksananya Pemberian Jumiah Peserta Bimbingan Pambsran Bimbingan Fisik,
IBimbingan Fisik, Mental, Spiritual Fisik, Mental, Spiritual dan Mental, Spiritual, dan Sosial
idan Sosial Kewenangan Sosial Kewsnangan
Kabupalgn'kolz Kabupaten'kota
| Terakasananya Pembenan Jumiah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial
|Bimbingan Sosial kepada Keluarga Pamberian Bimbingan Sosial  |kepada Keluarga Penyandang
{Penyandang Masalah kepada Keluarga Penyandang | Masalah Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Masalah Kesejahteraan Sosial |(PMKS) Lainnya Bukan Karban
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS (PMKS) Lainnya Bukan Korban JHIV/AIDS dan NAPZA
dan NAPZA Kewenangan HIV/AIDS dan NAPZA
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Tarpanuhinya Orang yang Jumiah Orang yang |Fasilitasi Pembuatan Nomor
Membutuhkan Pembuatan Nomor Membutuhkan Pembuatan Induk Kependudukan, Akia
induk Kependudukan, Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan, |Kelahiran, Surat Nikah, dan
Penduduk, Akta Keiahiran, Surat Kartu Tanda Penduduk, Akla | Kartu identitas Anak
Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau}
Panyandang Masalah identitas Anak bagi Penyandang]
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Masalah Kesejahteraan Sosial
Lainnya di Luar HIV/AIDS (PMKS) Lainnya di Luar
|Kewenangan Kabupatenota HIV/AIDS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Jumiah Orang yang Pemberian Akses ke Layanan
Mendapatkan Akses ke Layanan Mendapatkan Akses ke Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Dasar
Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Orang yang Llumiah Orang yang |Pemberian Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan |Penelusuran Keluarga
Panetusuran Keluarga Kewenangan |Penelusuran Keluarga
Kabupaten/Kota {Kawsnangan Kabupaten/Kota
Tempenuhinya Orang yang [Jumiah Orang yang Pemberian Pelayanan
|Mendapatkan Pelayanan Mendapaikan Pelayanan Reunifikas! Keluarga
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Reunifikas! Keluarga
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupalen/Kota
Teraksananya Pembenan Layanan Jumiah Orang Mendapatkan Pemberian Layanan Rujukan
Rujukan Kewenangan Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Teraksananya Kerja Sama antar lJumtah Dokumen Hasil Kenasama antar Lembaga dan
Lembaga dan Kemitraan dalam Koordinasi dan Kerja Sama  |Kemitraan dalam Pelaksanaan
|Pelaksanaan Rehabiliiasi Sosial antar Lembaga dan Kemitraan |Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota dalam P Rehabilitasi |K vKota
Sosial Kabuj Kota
dan
— [Terpelinaranya Anak Anak [Cakupan Anak Terlantar ‘Anak-Anak
i eriantar
Terlaksananya Penjangkauan Anak-} Jumiah Anak-Anak Terlantar | Penjangkauan Anak-Anak
Anak Terantar Kewenangan yang Diangkau Kewenangan | Terlantar
Kawhmkuta Kabupaten/Kota
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Jumiah Anak-Anak Terantar  JRujukan Anak-Anak Tedantar
Tedantar Kewenangan yang Mendapat Rujukan
Kabuﬁlenﬂ(ma Kewenangan Kabupaten/Kota
Teriaksananya Pemantauan Jumiah Anak Terantar yang Pemantauan terhadap
Terhadap Pelaksanaan Terpantau dan Terpelihara Pelaksanaan Pemeliharaan
F 1 Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota JAnak Terantar
Kewenangan Kabupaten/ota
Pengelolaan Data Fakir
Miskin
[ Terlaksananya Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin Cakupan  |Pendataan Fakir Miskin
Miskin Cakupan Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang  |Cakupan Daerah
lKabugi.gniKnla Didata Kabupaten/Kota
‘erlaksananya Pengelolaan Data Jumiah Usulan Pengelotaan Data Fakir Miskin
Fakir Miskin Cakupan Daerah Penindakiayakan, Usulan yang ]Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Terverifikasi dan Tervalidasi, Kabupaten/Kota




NSPK DAN SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT TNDIKATOR Pnocmssmmnm_a" WKET
RPJMD YANG RELEVAN KEGIATAN
Terpanuhinya Penerima Manfaat LJumiah Penerima Manfaat (PM) |Fasilitasi Bantuan Sosial
(PM) yang Mendapatkan Bantuan yang Mendapatkan Bantuan  |Kesejahteraan Keluarga
Sosial Kesejahteraan Keluarga Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupatenota Kewen, Kabupaten/Kota
Tarpenuhinya Orang yang Jumiah Orang Mendapatkan  |Fasilitasi Bantuan
Mendapatkan Bantuan Bantuan Pengembangan Pengembangan Ekonomi
Pengembangan Ekonomi Ekonomi Masyarak
Y Ki 0 Kewenangan Kabupaten/Kaota
Kabupaten/Kota
—{Penetepan Kebijakan dan
Program serta Skema
Perlindungan Sosial dengan
Mengutamakan dan
OAP
Jumiah Kebijakan Program dan |Panetapan Kebfjakan Program
Skema Perfindungan Sosial dan Skema Perlindungan
Yang Disusun Sosial
saat dan setelah
darurat bencana
mendapat perlindungan dan
[Torlaksananya Perindungan Porlindungan _[Perlindungan Sosial Korban
ial Korban Bencana Alam dan Sosial Korban Bencana Alam |Bencana Alam dan Sosial
dan Sosial Kab /Kota
Terpenuhinya Orang yang Tersedianya Permakanan Penyediaan Makanan
Mendapatkan Permakanan 3x1 Harl
Jdalam Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
erpenuhinya Orang yang | Tersedianya Sandang Penyediaan Sandang
Mendapatkan Pakalan dan
Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
n/Kota
Tersadianya Tempat Pengungsian Tersedianya Tampat Penyediaan Tempal
Kewenangan Kabupalen/Kota Penampungan Pengungsi Penampungan Pengungsi
Terpenuhinya Orang yang Terlaksananya Penanagan Penanganan Khusus bagi

Mendapatkan Penanganan Khusus
bagl Kelompok Rentan

Kewenangan Kabupaten/Kota

khusus bagi kelompok Rentan  [Kelompok Rentan

rpenuhinya Pelayanan Dukung Tersedianya Pelayanan Pelayanan Dukungan
Psikasosial bagi Korban Bencana Dukungan Psikososial Psikososial
Kewenangan Kabupaten/Koia
Teriaksananya Penyelenggaraan
Penyelenggaraan |Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masy dap Kesiaps!
| Bencana Kabupaten/Kota
Tempenuhinya Orang yang Fumlah QOrang yang Koordinasi, Sesialisasi dan
Melaksanakan Koordinasi, M Koordinasi P Kampung Siaga
Sosialisasi dan Pelaksanaan Tarunal ialisasi dan F Bencana
Siaga Bencana Kewenangan Taruna Siaga Bencana
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Temenuhinya Orang yang

Jumiah Taruna Siaga Bencana |Kocrdinasi, Sosialisasi dan

Nasional Kabupaten/Kota

Melaksanakan Koardinasi, yang berkualitas dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna berkompetensi datam Bencana
penaganan bencana
erlaksananya Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masy Pemberday ¥
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan
Bencana Kat /Kot Bencana Kabuj
Teraksananya Peningkatan Jumiah SDM Kapasitas Peningkatan Kapasitas
Kapasitas Relawan Taruna Siaga Relawan Taruna Siaga Bencana] Relawan Taruna Siaga
IBencana Yang Mendapatkan Bencana
Peningkatan Kapasitas
i PROGRAM PENGELOLAAN
AMAN MA PAHLA
Terlaksananya Pemeliharaan ‘erlaksananya Pemeliharaan |Pemeliharaan Taman Makam
Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Pahlawan Nasional

Terlaksananya Rehabifitasi serla
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumiah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan
Rehabilitasi serta Pemeliharaan |Prasarana Taman Makam
Sarana dan Prasarana Taman |Pahlawan Nasional
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kabu

Teraksananya Pemeliharaan Jumiah Makam yang Terpenuhi |Pemeliharaan Taman Makam

Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharannya pada Taman  |Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Tedaksananya Pengamanan Taman Jumiah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam

Makam Pahiawan Nasional Pengamanan Taman Makam  |Pahiawan Nasignal

Kabupaten/Kota |Pahiawan Nasional Kabupaten/Kota
Kabupalen/Kota




Renstra Dinsos Kab. Ende | 2025-2029

BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, ini merupakan sebuah
alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang
dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 2 (tahun) tahun ke depan yang memuat
tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial, yang mangacu kepada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Ende.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti
diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program—program dalam RENSTRA ini mengacu
pada jumlah program secara hierarkis berada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang
mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta
tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ende. Untuk
menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen dokumen perencanaan lain

diperlukan menitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik.

Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait dalam
rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta
diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

KTUS BADEODA

Paraf Koordinasi Paraf Hierarki
) Plt. Sekretaris Daerah f
Kepala Dinas Sosial
Asisten Pemerintahan dan Kesra T
Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Sosial




